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GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAR YANG MATA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020
dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 agar pelaksanaannya
"dilakukan secara berdaya gune dan berhasil guna sesuai
dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2020;

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatra Selatan menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nemor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undans-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaraen Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 tentang‘

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Inconesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomwor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik lindonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik lindonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adrministrasi Pemerintzhari; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Iindonesia Nomor £$679j;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineria Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintalh Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lemoaran Negara Republik lindonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintaih Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Dzerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Reputlik Indonesia Tehun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahua 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik lindonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik
Iindonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik lindonesia Nomor 6322);
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadgan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah dinbah beberspa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tent:ng Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanar. Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Nege:i dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pernbayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191)sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangen Nomor 178/PMK.05/2018 (Berita
Negara Republik Indonesia. Tahun 2018 Nomor 1736);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedornan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun. 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerahh Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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MZIMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN

PELAKSZ NAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasaih 1

Dalam Peraturan Gubernur Lampung ini, yang dimaksud

dengan:
1. Pemerintah Daeralr adalah Pemerintah Provinsi
Lampung.

2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

w

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya
disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Lampung.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah vang melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah selalku pengguna
anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan
APBD.

8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Gubernur yang kerena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah vang selanjutnya
discbut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yvang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi knasa untuk melaksanakan tugas
Bendahara Umum Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnyva disingkat FA adalah pejabat
pernegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kexja atau pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas
adalah perjalanan ke luar tempat keduduken yang dilakukan dalam
wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Tenaga Ahli/Pihak lain, PNS dan Non PNS adalah tenaga ahli/pihak lain
yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu, baik PNS ataupun Non PNS
yang karena kemampuan dan keahliannya guna mendukung tugas
pemerintahan dan pembangunan.

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan daiam negeri, atau diserahi tugas
negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang
bersifat teknis profesional dan admiristrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan organisasi.

Pelaksana Surat Perjalanan Dinas adaiah Pejabat Negara, Fegawai Negeid,
dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
(pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
yang sah.
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Pejab?.t Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pesda SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang ielaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang
diberi wewenang oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

Bendahara. Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dclam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat. furigsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan dasrah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja ShPb.

Bendahara Pengeiuaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib meunyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuargan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan.

Program SKPD adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
SKPD.
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Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran foutput) dalar: bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran foutput) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalarm satu program.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanar uang daerah yang
ditentukan oleh Gubernur untuk menampurg seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar selurul pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimparian uang
daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk rnembayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank vang ditetapkan.

Transaksi non tunai merupakan pemindanan sejumlah nilai uang dari satu
pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik
atau sejenisnya.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang kewar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah ewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah
dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adaleh selisih kurang antara pendapatan. daerah
dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalzh semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggarar. yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
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Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Fengelolaan Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-FPKD adalah dokumen pelaksanaan
anggaran badan/dinas/ Badan Keuangan Daerah /bagian keuangan
selaku Bendahara Umum daerah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokuraen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang sclanjutnya disingkat
DPAL adalah dokumen yang meniuat sisa belanja tahun sebelumnya
sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaan dan perkiraan sarus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang :ukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untul: meiaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh nejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran. '

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adaiah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka
kerja yang bersifat pengisian kembali {revolving) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukay. dengan pembayaran
langsung.

SPP Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP TU adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/atau bendahara pengeluaran
pembantu untuk permintaan tambaharn uang guna melaksanakan kegiatan
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan.
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SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya
disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran/ atau bendahara pengeluaran
pembantu untuk permintaan pernbayaran langsung kepada pihak ketiga
atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu
yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas heban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Memba ar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan vleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas bebar: pengeluaran DPA-
SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaian untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti
uang persediaan yang telah dibelanjakarn.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumer yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan vang telah ditetapxan sesuai dengan
ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selarjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan c¢leh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SFM.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diproses atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakal yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangsn sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
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Bantuan Operasional Sekolah yang seianjutnya disingkat BOS merupakan
dana yang digunakan terutama unruk hiaya non personalia bagi satuan

pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak Kkrisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukanunya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daeran.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjiaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat tanpa mencari keuantungan dalam rangka memajukan
kesejanteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yargbaik dalem rangka pemberian
layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstrz. adalah dokumen

perencanaan BLUD untuk periode 5 (liina) tahunan.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Rekening Kas BLUD adalah tzmpat penyimpanan uang BLUD pada bank
yang ditunjuk oleh Gubernur.

78. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang

diproses dengan beber: pa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan
dokumen sumber yarng sama.
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SPP Pengesahan adalah surat perintah pembayaran yang ditandatangani
oleh Bendahara BLUD untuk mengakui atau mengesahkan jumlah
pendapatan dan jumlah belanja BLUD pada satu periode tertentu yang

disampaikan kepada Pengguna Anggeran untuk diterbitkan SPM
Pengesahan.

SPM Pengesahan adalah surat perintah membayar yang ditandatangani
oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran BLUD untuk
mengesahkan sejumlah pendapatan dan belanja BLUD pada satu periode
tertentu yang disampaikan kepada BUD atau Kuasa BUD untuk diterbitkan
SP2D Pengesahan.

SP2D Pengesahan adalah SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum
Daerah (BUD) atau Kuasa BUD uniuk mengakui dan mengesahkan
sejurnlah pendapatan dan belanja BLUD pada satu periode tertentu menjadi
pendapatan dan belanja daerah.

Pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut
Swakelola adalah adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjaxan
sendiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Satuan Kerja Perangkat
Daerah Lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadasn Barang/Jasa oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang seianjutnya disingkat UKPBJ
adalah unit kerja di Pemerintah Daeran yang menjadi pusat keunggulan
FPengadaan Barang/Jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah
sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk
mengelola pemilihan Penyedia.

Pejabat Pengadaan adalah peiabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah
pejabat  administrasi/pejabat  fun gsional,/personel  yang  bertugas
memeriksa administrasi hasil pekerjaanr Pengadaan Barang/Jasa.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adaiah
tim yang bertugas memeriksa ad minisuasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa.

Agen Pengadaan adalah UKPBJ arau Pelaku Usaha yang melaksanakan
sebagian atau seluruh pekerjaan Fengadaan Barang/Jasa yang diberi
kepercayaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi
pekerjaan.

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan
secara Swakelola.
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Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan Perigadaan Barang/Jasa.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP
adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan
oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut
Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri
oleh Kementerian/Lembaga, Satuan Xerja Perangkat Daerah,
Kementerian /Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk ¢'en masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, keburuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.

Kelompok Masyarakat adalah kelorapok masyarakat vang melaksanakan
Pengadaan Barang/Jas 1 dengan dukungar. anggaran belanja dari APBD.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh
barang/jasa yang disediakan oleh Pzlaku Ussha.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maucpun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggar=kan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintan yang selanjutnya disebut Penyedia
adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan
kontrak.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barzng.

100.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiaten yang

meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.

101.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional ;yang membutuhkan

keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah piker.

102.Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan

peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem
tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha unituk menyelesaikan
suatu pekerjaan.
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103.Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah
tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

104.Tender adalah metode pemilihan untuk mewndapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

105.Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

106.Tender/ Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa

dengan peserta pemilit an dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan
pelaku usaha asing.

107.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsuliansi/Jasa Lainnya
dalam keadaan tertentu.

108.Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaar Konstruksi/Jasa Lainnya adalah
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang be.nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).

109.Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

110. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah
Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan
pengawasan

Bagian Kedua
Ruang Lingkuy:

Paseal 2

Pedoman Pelaksanaan APBD merupakan pedoman seluruh unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan APED.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
meliputi:

a. pejabat/kelembagaan pelaksana APBD;

prinsip-prinsip dasar pelaksanaan APBD;

kebijakan pembayaran belanja daerah;

pelaksanaan belanja daerah;

pergeseran anggaran;

penatausahaan pendapatan daerah;

penatausahaan belanja daerah;

S @™o a0

. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

-
.

pembinaan dan pengawasan;
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Bagian Ketiga
Asas Umum APBD

Pasal 4

Asas umum APBD adalah:

a.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
dan kemampuan pendapatan daerah;

Penyusunan APBD sebagaimana dimaksnd huruf a berpedoman kepada
RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk
tercapainya tujuan bernegara;

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencaraan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi;

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah,

Penerimaan daerah terdiri dari pendapstan daerah dan penerimaan
pembiayaan daerah;

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung
dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumiaht yang
cukup;

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran
pembiayaan daerah;

Pemerintah menyusun perkiraan kapasitas fiskal daerah untuk
membiayai pelaksanaan rencana kerja vemerintah daerah pada setiap
periode perencanaan;

Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam
APBD harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur dan aspek
kewajaran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
dianggarkan secara bruto dalam APED;

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan deerah dalam masa 1
(satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Jaruari sampai dengan
tanggal 31 Desember.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pendanpatan Daerah

Pasal 5

Pelaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan pendapatan daerah
pada SKPD adalah:

a.

Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum
daerah;
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. Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan
pemungutan pendapatan yang renjadi wewenang dan tanggung
jawabnya;

. SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam
peraturan daerah;

. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai

pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan.

. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum
daerah. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke
rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengen nama dan dalam
bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung
sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau
pendapatan lain sebagai akibat penyimparian dana anggaran pada bank
serta pendapatan dari hasil pemanfaatar. barang daerah atas kegiatan
lainnya merupakan pendapatan daerah;

. Pengembalian atas kelebihan pendapalan (koreksi atas penerimaan
pendapatan) dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang
bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi daiam tahun
berkenaan;

Mekanisme pengembalian sebagaimaca dimaksud pada huruf h

dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

a) Menyampaikan permohonan atas kelebihan setor kepada Bendahara
Umum daerah (BUD)/Kuasa BUD;

b) Melampirkan bukti- bukti yang sah;

c) BUD/Kuasa BUD melakukan pemindah bukuan atas kelebihan
pembayaran tersebut sesuai dengan nilai dan rekening yang
bersangkutan;

Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-

tahun sebelumnya dibebankan pada belarja tidak terduga;

. Mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf j

dilakukan dengan syarat sebagai perikut: '

a) Menyampaikan permohonan atas kelebihan setor kepada Bendahara
Umum Daerah (BUD);

b) Melampirkan bukti-bukti yang sah,

c) Ditetapkan dengan Keputusar: Guberaur dan diberitahukan kepada
DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud
ditetapkan;

BUD menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran tersebut sesuai

dengan rekening yang bersangkutan.
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m. Transaksi penerimaan pendapatan seluruhnya dilaksanakan secara non

tunai

Bagian Kelima
Pelaksanaan Belanje Daerah

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang terkait dengan peiaksanaan belanja dacrah pada
SKPD adalah:

a.

b.

jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi
untuk setiap pengeluaran belanja;

pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam
APBD, kecuali jika dalam keadaan darurat yang selanjutnya diusulkan
dalam rancangan perubanan APBL dan/atau disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran,;

. setiap pengeluaran bclanja atas beban APBD harus didukung dengan

bukti yang lengkap daa sah;

bukti yang sah adalah bukti yang telali mendapat pengesahan oleh
pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material
yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan
dalam Lembaran Daerah. Pengeluaran kas dimaksud tidak termasuk
untuk belanja yang bersifat meagilat dan belanja yang bersifat wajib
yang ditetapkan dalam Peraturan Gubeinur;

belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dialokasikan cleh pemerintah daerah dengan
jumlah yang cukup untuk keperiuan setiap bulen dalam tahun yang
bersangkutan seperti belanja pegatwai, belanja barang dan jasa;

belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya
memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

. atas beban anggaran belanja deerah tidak diperkenankan pengeluaran

untuk keperluan pemberian ucapan selamat dan karangan bunga untuk
berbagai peristiwa.

pengeluaran biaya BLUD diberikan fleiksibilitas dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan;

fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang
disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam
ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif;

fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD
yang berasal dari pendapatan selain dar! APBN/APBD dan hibah terikat;
fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD tidak berlaku untuk BLUD
bertahap;
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m. dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan
tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris
Daerah/Kepala SKPD;

n. ambang batas RBA ditetapkan melalui besaran persentase dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD;

0. besaran persentase d’tetapkan dalam REA dan DFA-BLUD oleh PPKD;
dan

p- persentase ambang batas tertentu merupakan kebutuhan yang dapat
diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan  dapat
dipertanggungjawabkar:.

Bagian Feenam
Pengelolaan Rekening

Pasal 7

(1) Gubernur menunjuk Bank Umum sesuai dengan Kriteria dan persyaratan
yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Beadahara Umum
Negara dan Bank Sentral untuk menyirnpan uang daerah yang berasal
dari penerimaan daerah dan untuk mempbiayai pengeluaran daerah.

(2) Kepala SKPKD selaku bendahara urnum daerah membuka Rekening Kas
Umum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang di tunjuk
oleh Gubernur.

(3) Penunjukan Bank Umuran Daerah dimwuat dalarm perjanjian antara
Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan Bank Umum yang
bersangkutan.

(4) Perjanjian sekurang-kurangnya mencakup:
a. jenis pelayanan yang diberikan;
b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank;

c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pegeiuaran ke rekening
Kas Umum Daerah;

pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
pemberian imbalan atas jasa pelayanan,
kewajiban menyampaikan laporan;

oo o

sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar
karena pelayanan yang tidak sesuai dengan petjanjian; dan
h. tata cara penyelesaian perselisihan.

(5) Pembukaan rekening di Bank Sentral oleh Gubernur berdasarkan
penunjukan berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank
Sentral.

(6) Bendahara pengeluaran SKPD atas persetujuan Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran dapat membuka rekening pada Bank Umum yang
ditunjuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional
Pengeluaran Daerah.
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(7) Bendahara pengeluaran SKPD menyampaikan Laporan rekening
pengeluaran setiap awal Tahun Anggaran kepada Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
untuk selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Periama
Pemegang Kekuasaar Pengelolaan Keuangan

Pasal &

(1) Gubernur selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

a. menyusun rancangan Perda tentang APED, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Ferda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBI kepada DPRD untuk dibahas
bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadazn mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD,

g. menetapkan KPA;

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dar. Bendahara Pengeluaran;

i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah;

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan
Piutang Daerah,;

k. menetapkan pejaba : yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan
dan memerintahkan pembayaran;

1. menetapkan pejabat lainnya dalam vangka Perngelolaan Keuangan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesvai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Gubernur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang
berupa perencanaan, pengangaran, pelaksanaaa, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah
kepada Pejabat SKPD.

(4) Pejabat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. kepala SKPD selaku PA.

(5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara
yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

(6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} ditetapkan
dengan keputusan Gubernur.

Pasal 9

(1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Daeral dalam kepemilikan kekayaan
Daerah yang dipisahkan sebagaimana diinaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah
atau pemegang saham pada perseroan dacerah.

(2) Ketentuan mengenai Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerak dalam
kepemilikan kekayaan daerah yaug dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordina or Pengelolaan Kenangan Daerah

Pasal 10

(1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancai.gar. pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD ;
koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
memberikan persetujuan pengesahain DPA SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainaya di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f. memimpin TAPD.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
koordinator Pengelolaan Keuangan Dasrah vertanggung jawab kepada

Gubernur.

a0



Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pasal 11

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas::

a.

b.

d.
e.

menyusun dan melaksanakan Lkebijjakan Pengelolaan Keuangan
Daerah;

menyusun rancangan Perda tentang APED, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur

dalam Perda;

melaksanakan fungsi BUD;

melaksanakan tug:.s lainnya herdasarken kuasa yang dilimpahkan
oleh Gubernur.

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinva selaku BUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:

Qo op

™o

o
.

menyusun kebijakan dan pedoman peiaksanaan APBD;

mengesahkan DPA SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas umum daera.;- '
melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan SPD;

menyiapkan pelaksanzan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
naimna pemerintan daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan
Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan meialui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 12

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada
Gubernur untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Gubernur.

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a.
. menyiapkan SPD;

. menerbitkan SP2D;

. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank

o oo

menyiapkan anggaran kas;

dan/atau lembaga keuangan lainnya vang ditunjuk;

. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;
menyimpan uang daerah,;
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g. melaksanakan penemgatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi daevah;

h. melakukan pembay:ran berdasarkan pzrmintaan PA/KPA atas beban
APBD;

i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama pemerintah
daerah;

j- melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, dan

k. melakukan penagihan piutang daerakh.

(4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 13

Gubernur atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (sntu! Kuasa BUD
di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang
dikelola, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali

Bagian Keempat
Pengguna Anggarau/Pengguna Barang

Pasal 14

Kepala SKPD menetapkan pejabat yang rnelaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada SKPD yang dipimpinnya antara lain :

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD)

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

d. Penetapan Pejabat yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Barang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Pejabat PA/PB/KPA/KPB dalam hal tidak mempunyai pegawai yang
memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, maka
jabatan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dirangkap oleh Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang.

Pasal 16

Dalam hal SKPD memiliki beban kerja berlehili, maka jabatan PPK sebagai
mana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat dirangkap oleh PA/PB/KPA/
KPB dan dapat menunjuk pejabat pelaksana yarg memiliki kempetensi baik
sebagai PPK untuk melaksanakan sebagian kewenangannya.

Pasal 17

Pejabat PA/PB yang  berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanj:. Daerah {APBD), menyampaikan laporan setiap
bulan, triwulan, semest:r, serta prognosis enam bulan berikutnya dan
laporan tahunan untuk penyusunan perhitungan anggaran secara tertib
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dan teratur kepada Gubernur cq. Kepala satuan Kerja Pengelolaan
Keuangen Daerah (SKPKD/ BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan

daerah (PPKD), dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP);

Pasal 13

Laporan bulanan sebagaimana dimakcud pada pasal 17 yaitu herupa
capaian kinerja dan disampaikan kepada. Biro Administrasi Permbangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana forinat terlampir setiap
bulannya sebelum tanggal 10 bulan berikuinya (Form — Lapkin)

Pasal 19

Bagi Pejabat PA/PB yang sedang melakukan pendidikan, cuti, perjalanan
dinas, atau sakit sehingga tidak dapat raelaksanakarn kewajibannya diatur
ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
Pengguna Anggaran tersebut waiib memberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melaksankan tugas-tugas Pengguna
Anggaran (PA) atas tanggungiawab Pengguna Anggaran (PA) yang
bersangkutan diketahui oleh Sekretaris Dzerah;

b. Apabila melebihi 1 (satu) bular sampél selama-lamanya 3 (tiga) bulan
Gubermur menunjuk sementara Pengguna Anggavan (PA) dan diadakan
berita acara serah terima keadaan fisik G&D keuangan,;

¢c. Apabila melebihi 3 (tiga) pulan belurn dapat melaksanakan tugas, maka
Pengguna Anggaran (PA) tersebut dianggap mengundurkan diri sebagai
Penguna Anggaran (PA) dan oleh karena itu Gubernur menetapkan
penggantinya, dan atau ketentuan huruf b tetap berlaku sampai dengan
berakhir tahun anggaran.

pasal 20

(1) Pejabat Pemerintahan yang berhalangan menjalankan tugasnya

(PA/KPA /PB /KPB), maka atasan sejabat yang bersangkutan dapat

menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk
pertindak sebagai selaksana harian atau pelaksana tugas.

(2) Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan
keputusan dan/atau tindakan rutin menjadi wewenang jabatannya
sesuai dengan ketentuai peraturan E’crundang—l)ndangan. '

pasal 21

Kepala SKPD selaku pejabat PA/PB daerah mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-SKPD;

b. menyusui DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayararn;
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o)

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang raenjadi tanggungjawab SKPD yang

dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan Kkeuaugan SKPD yang
dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SXPD yang dipimpinnya;

1. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7

i

Pasal 22

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, PA dapat bertindak sebagai PPK
sesuai peraturan perundang-undangan. L

Ragian Kelima
- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang

Pasal 23

(1) PA/PB dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit
SKPD selaku KPA/KPB.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran
jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang
kendali, dan/atau pertimbangan ohjektif lainnya.

(3) Pelimpahan sebagian kewenange -1 sebagainzana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Gubernur atas usui Kepala SKPD.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkarn pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah diterapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran anit kerja yang dipimpinnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
KPA bertanggung jawab kepada PA
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Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pasal 24

Pejabat PA/PB dan KPA/KPB dalam meiaksanakan program dan kegiatan
menunjuk pejabat pada SKPD atau umnit kerja SXPD selaku PPTK.
Penunjukan pejabat berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainny.. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat PA
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA, sedangkan PPTK
yang ditunjuk oleh KPA bertangguug jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada KPA.

Pasal 25

PPTK dapat diberikan honorarium pengelola kegiatan dari salah satu
kegiatan yang dikelolanya sesuai standar ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

PPTK sebagaimana dimaksud dalam Paszl 24 mempunyai tugas antara lain:

a. menyusun Rencana Operasional Kegiatan (ROK);

b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

d. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan; dan

e. dokumen anggaran dimaksud huruf ¢ mencakup dexumen administrasi
kegiatan maupun dokumen administrasi yaang terkait dengan persyaratan
pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Pasal 27

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dzlam DPA-SKPD, kepala SKPD
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat
yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah,
bendahara, dan/atau PPTK.

Pasal 28

PPK-SKPD mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendshara Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM,;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban  Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,
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d. melaksanakan fungsi :ikuntansi pada SKPD; dan
€. menyusun laporan keuarnigan SKPD.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 29

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Unit SKPD.
(2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS  beserta bukt
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPPTU dan SPP-LS
yang diajukan oleh Bendahara Pcngeluaran pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiswaban Bendahara
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan

Pasal 30

Gubernur atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan daerah pada SKPD. Bendahara penerimaan merupakan
pejabat fungsional, yang secara fungsicnal bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 31

Bendahara penerimaan baik secara langsung maupun tdak langsung
dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin = atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau
menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan iainnyva atas
nama pribadi. -

Pasal 32

(1) Bendahara penerimaan SKFD bertugas untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapata a dalam rangks pelaksanaan APBD pada SKPD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bendahara penerimaan SKPD berwenang :

a. menerima penerimaan yang bersumber dari vendapatan asli daerah;,
b. menyimpan seluruh penerirnaan;
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¢. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening
kas umum daerah paling lambai 1 hari kerja; dan

d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui
Bank.

(3) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga
wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam
membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara
penerimaan pembantu SKPD untuk me:aksanakan tugas dan wewenang
bendahara penerimaan SKPD.

Pasal 23

Dokumen yang digunakan pada Prosedur Penatausahaan Bendahara
Penerimaan, terdiri atas: Anggaran Kas, Dokumen Pelaksana Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Buku Kas Umum Penerimaan,
Buku Rekapitulasi Penerirnaan Harian (R?H), Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKP-daerah), Surat Ketetapan Retribusi ($8XR), Surat Tanda Setoran (STS),
buku penerimaan lainnya yang sah, no*a kredit/bulkti setoran, Buku
Simpanan/bank, Rincian penerimaan per Rincian Obtyek, dan Register
Penerimaan Kas.

Pasal 34

Prosedur pembukuan dapat dikembanglian dalarn 3 (tiga) prosedur antara

lain:

a. pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai;

b. pembukuan atas pendapatan yang dibayar melaiui rekening bendahara
penerimaan; dan

c. pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum Daerah.

Pasal 35

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan diatur ketentuan sebagai
berikut:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
bendahara penerimaan tersebut wajib mernberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas
bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara penerimaan yang
bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,
Gubernur menunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita
acara serah terima,;

c. Apabila melebihi 3 (tiga) bulan beium dapat melaksanakan tugas, maka
dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau Lerhenti dari
jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera
diusulkan penggantinya, dan atau huruf b tetap berlaku sampai dengan
berakhir tahun anggaran.
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Paragraf 1
Bendahara penerimaan PPKD

Pasal 36

(1) Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam
rangka pelaksanaan APBD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bendahara penerimaan PPXD berwenang untuk mendapatkan bukti
transaksi atas pendapatan yang diterima. melalui Bank.

(3) Atas pertimbangan efisiensi dan efckrifitas, tugas dan wewenang
bendahara penerimaan PPKD sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah.

Paragraf 2
Bendahara Penerimaan Pernbantu

Pasal 37

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya atas usul SKPD
kepada KPA, Gubernur mrnetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada
unit kerja terkait yang dit :tapkan dengen Keputusan Gubernur.

Paragrai 3
Pembantu Bendahara Penerimaan

Pasal 32

Pembantu bendahara penerimaan adalah unsur staf bendahara penerimaan
yang bertugas membantu bendahira penerimaan dalam melaksanakan
tugas perbendaharaan.

Bagian Kesepulu:h
Bendahara Pengeluaran

Pasal 3¢

Gubernur atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan daiaina rangka pelaksanaan anggaran
belanja pada SKPD. Bendahara pengeiuaran adaiah pejabat fungsional yang
secara fungsional bertanggungjawab atas peiaksanaan tugasnya kepada
PPKD selaku BUD.

Pasal 40

Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung
‘dilara.ng melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau
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menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas
nama pribadi.

Pasal 41

(1) Gubernur atas usul PPKD menetapkarn Beridahara Pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran belanja pada SKPD.

(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
tugas dan wewenang:

a. mengajukan permiuntaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU,
SPP TU, dan SPF LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; '

f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada
PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD
secara periodik; dan

g memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal PA melimpahkan kewen angannya kepada KPA, Gubernur atas
usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Pasal 42

Dokumen yang digunakan pada Prosedur Penatausahaan Bendahara
Pengeluaran, terdiri atas: Anggaran Kas, Doitumen Peiaksana Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), SPD, Register SPD, SPP.

Pasal 43

Prosedur penatausahaan bendahara pengeluaran terdiri atas: Prosedur
Penerbitan SPD, Prosedur Penerbitan SPP, Prosedur Penerbitan SPM,
Prosedur Penerbitan SP2D, Prosedur Penggunaan Dana, Prosedur
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPdJ).

Pasal 44

Dalam hal bendahara pengeluaran,/bendahara pengeluaran pembantu

berhalangan diatur ketentuan sebagai berikut:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
bendahara pengeluaran tersebut wajib nernherikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas
bendahara pengeluaran atas tanggungjawab bendahara pengeluaran
yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah;
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apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,
Gubernur menunjuk kembali pejabat bendanara pengeluaran dan
diadakan berita acara serah terima;

apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanaki tugas, maka
dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera
diusulkan penggantinya, dan atau point huruf b tetap berlaku sampai
dengan berakhir tahun anggaran.

Paragraf |
Bendahara Pengeluaran Percbantu

Pasal 45

Dalam hal PA melimpahkan sebagian rewenangannya kepada KPA, dapat
ditunjuk bendahara pengeluaran pembanti SKPD untuk melaksanakan
sebagian tugas dan wewenang bendahara pengelvaran SKPD untuk
melaksanakan sebagian tugas dimaksud.

Pasal 46

Bendahara pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 45
berwenang:

a.
b.

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan
Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan;

Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh
PPTK; dan

Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK,
apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak
lengkap.

Paragraf Z
Pembantu Bendahara Pergeluaran

Pasal 47

Pembantu bendahara pengeluaran adalah unsur staf bendahara
pengeluaran yang bertugas membantu bendahara pengeluaran dalam
melaksanakan tugas perb«ndaharaan.
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Paragraf 3
Bendahara pengeluaran PPKD

Pasal 48

(1) Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka
pelaksanaan APBD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bendahara pengeluaran PPKD berwenang:

a. mengajukan permintaan pembayeran menggunakan SPP-LS PPKD;

b. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD; dan

¢. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPED kepada pejabat
yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat
dan/atau tidak lengkap.

Bagian Sepuluh
Pelaku Pengadaarn Barang/Jasa

Pasal 49

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

Pengguna Anggaran (PA);

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Pejabat Pembuat Komitmen (FPK);

Pejabat Pengadaan (PP);

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan;

Agen Pengadaan;

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan {PjPHP/PPHP);
Peyelenggara Swakelo'a; dan

Penyedia.

A

Paragraf !
Pengguna Anggaran (PPA)

Pasal 50

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan:

a. melakukan tindakan yang méngakibatkan pengeluaran anggaran
belanja;
mengadakan perjaniian dengan pihak lain dalamn batas anggaran
belanja yang telah ditetapkan;
menetapkan perencanaan Pengadaan;
menetapkan an Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi Ulang
Gagal;
g. menetapkan PPK;,
h. menetapkan Pejabat Pengadaan;

o
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[
.

menetapkan PjPHP/PPHP;

menetapkan Penyelenggara Swakelola;

k. menetapkan Tim Teknis;

l. menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui
Sayembara/Kortes;

m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

menetapkan pemenang pemilihan /Peniyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan  Langsui:g/E-purchasing untuk  paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan
nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadasan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran peling sedikit di atas
Rp.10.000.000.00C,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampa: dengan huruf f kepada KPA.

[

B

Paragraf 2
Kuasa Fengguna Anggaian

Pasal 51

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa meizksanakan pendelegasian sesuai
dengan pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, KP'A berwenaiig
menjawab Sanggah Banding peserta "'ender Pekerjaan Konstmksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} yang terkait dengan:
a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran ar.ggeran belanja;
dan/atau
b) mengadakan perjanjian dengan pihai lain dalam batas anggaran belanja
yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat
merangkap sebagai PPK.

Paragraf 3
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK]

Pasz! 592

(1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memeauhi persyaratan sebagai
berikut:
a) memiliki integritas dan disiplin;
b) menandatangani Pakta Integritas;
c) memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;
d) berpendidikan paling rendah Sajana Strata Satu (S1) atau setara;
e) memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk
melaksanakan tugas;



)

8)

h)

i)

-32-

mampu mengambil keputusan, beiiindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap prilaku seria tidak pernah terlibat KKN;
tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja
Pemilihan untuk paket Prngacaan Bzoang/Jasa yang sama; atau
tidak boleh dirangkap oleh PjPHP,PPHP untuk paket Pengadaan
Barang/Jasa yang sama:

memiliki kemampu:.n kerja secara berkelompok dalam melaksanakan
setiap tugas/pekerjaannya.

(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tidak
dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapart digunakan sampai
dengan 31 Desember 2023.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak
dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dopat diganti dengan
paling rendah golongan IlI/a atau disetarakan dengan golongan III/a.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan
dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuat
dengan tuntutan teknis pekerjaan.

Pasal 53

PPK dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah APBD
disetujui oleh DPRD Provinsi Lampung sepanjang anggaran untuk kegiatan
yang bersangkutan telah dialokasikan, dengarn ketentuan penerbitan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak
dilakukan setelah masuk tahun anggaran berjalan.

Pasal 54

(1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan kewenangan:

a.

® oo
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menyusun perencanaan pengadaan,;

menetapkan spesifikasi teknis,/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
menetapkan rancangan kontrak;

menetapkan HPS;

menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia,;

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

menetapkan tim pendukung;

. menetapkan tim atau tenaga ahli;

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiahj;

menetapkan Surat Penunjukan Penvedia Barang/Jasa;

mengendalikan Kontrak;

melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA

dengan berita acara penyerahan:

. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

kegiatan; dan
menilai kinerja Penyedia.

(2) Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
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a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja; dan
b. mengadakan dan menetapka= .perjenjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
(3) PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 535

PPK menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada
penyedia Barang/Jasa. Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia
Barang/Jasa untuk:

a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;

b. pembayaran uang tanda jadi kepada peraasok barang/material;

c. persiapan teknis lainnya;

Pasal 56
Besaran uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 capat diberikan
paling tinggi 20% dari nilai kontrak Pengadaan Barang/Jasa, berlaku untuk
seluruh Pengadaan Barang/Jasa dan Jasa Konsultasi.

Pasal 57

(1) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang
retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Lainnya yang membutuhkan masa pemeltharaar.

(2) Retensi pembayaran dilakukan apabila masa pemeliharaan berakhir
pada tahun anggaran yang sama.

(3) Dalam hal masa pemeliharaan tidak melewati akhir tahun anggaran,
maka pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puiuh lLima
perseratus) dari nilai Kontrak, sedangkan yang 5% (ima perseratus)
merupakan retensi selama masa pemeliharaan.

(4) Dalam hal masa pemeliharaan melewati akhir tahun anggaran, maka
pembayaran dilakukan sebesar $5% (sembilan lima puluh perseratus) dari
nilai Kontrak dan sisa pemboyaran sebesar 5% (lima perseratus)
dianggarkan dan dibayarkan pada tuhur anggaran berikutnya kecuali
untuk Dana Alokasi Khusus dibayarkan pacia tahun anggaran berjalan.

Paragraf 4
Pejabat Pengadaan (PP)

Pasal 58

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling banyak Rp. 200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penurjukan Langsung untuk
pengadaan Jasa Konsultansi ysng bernilai  paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan
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melaksanakan E-purchasing yang  bernilai  paling banyak
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

. pejabat pengadaan hanya 1 (satu} crang yang memahami tatacara

pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang
lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar
instansi yang bersangkutan.

Paragraf 5
Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 59

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa harus
memenuhi syarat sebagai berikut :

a.

b.
C.

memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas;

memahami pekerjaan yang akan diadakan;

memahami jenis pekerjaan tertern.tu yang menjadi tugas Kelompok Kerja
Pemilihan pengadaan;

. memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaarn;
. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaarn Barang/Jasa sesuai dengan

kompetensi yang dipersyaratkan,;
menandatangani Pakta Integritas;

g. tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penauda Tangan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) atau Beudahara; ateu

.tidak boleh merangkap sebagai PPHP untuk paket Pengadaan

Barang/Jasa yang sama.

Pasal 60

Tugas pokok dan kewenangan Kelompck Kertja (Pokja) Pemilihan Pengadaan
Barang/Jasa :

po o

menyusun rencana pemilihan penyedia barang/Jasa;
menetapkan Dokumen Pemilihan;
menetapkan besaran nominal Jarrinan Penawaran;
mengumumkan pelaksanaan Fengadaan Barang/Jasa di website dan
papan pengumumam resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke
LPSE Provinsi Lampung untuk ditmumkan dalam Portal Pengadaan
Nasional;
menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
paskakualifikasi,
melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
yang masuk;
khusus untuk Kelompok Kerja Pemiithan:
a) Menjawab sanggahan,;
b) Menetapkan Penyedia Barang/Jase untuk:

1. Tender atau Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan

Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnye. dengan nilai Pagu



Anggaran paling tinggi Rp.100.000.000.00G,- (seratus miliar
rupiah); atau
2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling tinggi
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
¢) Menyampaikan hasil Pemilihant dan salinan Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui UKFPBJ;
d) Menyimpan dokurmen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
e) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala UKPBJ.

Pasal 61

(1) Kelompok Kerja Pemilihan berjumlah gasal (ganjil) beranggotakan
sekurang-kurangnya 3 (tiga, orang yang memahami tatacara pengadaan,
substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang
diperlukan, baik dari insur-unsur di dalam maupun dari luar instansi
yang bersangkutan.

(2) Terhadap jumlah anggota pokja pemilihan pada setiap paket pengadaan
diatur dalam Peraturan Presiden MNomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Pasal 62

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Periandatangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM), Bendahara, (an APIP, terkecuali menjadi Pejabat
Pengadaan/ Anggota Pokja Pemilihan untuk pengadaan barang dan jasa
yang dibutuhkan instansinya, dilarang duduk sebagai Kepala
UKPBJ/Anggota Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat Pengadaai. Barang dan
Jasa.

Paragarat 6
Agen Pengadaari
Pasal 63

(1) Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas

Pokja Pemilihan dan/atau PPK.
(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dau/atau PPK dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Fekerjaan (PjPHP/PPHP)

Pasal 64

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PiPHP/PPHP) dalam Pengadaan
Barang/Jasa harus memenubhi syarat sebagai berikut :

memiliki integritas dan disiplin;

memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa,

memahami administrasi proses pengadaan barang/jasa;
menandatangani Pakta Integritas;

ao op
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e. pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/ PPHP) dapat
ditetapkan dari Pengelola Pengadaan Berang/Jasa; dan

f. pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pelerjaan (PjPHP/PPHP) tidak boleh
dirangkap oleh Pejajat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) atau Bendahura.

Pasal 65

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) memiliki tugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). ’

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan {(PPHP) memiliki tugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang berniiai paling sedikit di atas
Rp.200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang
bernilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Paragraf &
Penyelenggara Swaxelola

Pasal 66

Tipe Swakelola terdiri atas :

a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi
oleh SKPD penanggung jawab anggaran,

b. Tipe II yaitu Swakelola yang dirernicanakan dan diawasi oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

c. Tipe Il yaitu Swakelola yang direacanakan dan diawasi oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan
oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau

d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan
Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok
Masyarakat pelaksana Swakelola.

Pasal 67

Pelaksanaan Atas Pengadaan barang/jasa (Jasa Konstruksi, Jasa

Konsultansi, Barang, dan Jasa Lainnya):

a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada setiap SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung harus sesuai dan memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku;

b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemecrintah pada setiap satuan
Kerja di lingkungan Pemcrintah Provinsi Lampung dapat dilakukan
melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jesa atau Cara swakelola;

c. metode pemilihan Penyedia Barang/FPekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya
terdiri atas :

a) E-purchasing;



b) Pengadaan Langsung;
¢) Penunjukan Langsung;
d) Tender Cepat; dan

e) Tender.

d. metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas :
a) Seleksi;

b) Pengadaan Langsung; dan
¢) Penunjukan Langsung.

e. metode pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan
menggunakan penyedia Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan melalui
metode Tender. Namun karena sesuatu dan lain hal sesuai peraturan
yang berlaku.

Pasal 68

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Pengadaan Langsung, PA/
KPA/PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses
pengadaan langsung.

(2) Pejabat Pengadaan dapat memerintankan seseorang untuk melakukan
proses pengadaan langsung untuk Barang/Jasa lainnya yang harganya
sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:

a. memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi
langsung ke penyedia barang;

melakukan transaksi;

menerima barang;

melakukan Pembayaran;

menerima bukti pembelian atau kwitansi;

melaporkan kepada Pejabat Pengadaan.

(3) Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses
pengadaan langsung, Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian
atau kuitansi kepada PA/ KPA/ PPX.

(4) Pengadaan langsung kepada penyedia dengan nilei sampai dengan
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan bukti pembelian
(nota) dari penyedia berang dan bukti kas pengeluaran (BKP)
ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan atau pegawai yang ditunjuk oleh
Pejabat Pengadaan.

(5) Pengadaan langsung dengan nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan
kuitansi dari penyedia barang dan Bukti Kas Pengeluaran (BKP)
ditandatangani oleh penyedia barang/ jasa.

(6) Pengadaan langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai
paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menggunakan
surat perintah kerja (SPK) dan BK? ditandatangari oleh penyedia barang/
jasa.

"o a0 o
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Bagian Sebelas ,
Panitia Pencatat dan Verifikasi Barang SKPD

Pasal 69

Kepala SKPD membentuk Panitia Pencatai dan Verifikasi Barang SKPD

untuk pembelian/pengadaan barang/jasa,pekerjaan konstruksi/jasa
konsultansi/jasa lainnya.

BAB 111
BELANJA DAERAH

. Bagian Pertama
Permintaan Pembayaran Belanja Daerah

Paragraf 1
Anggaran Kas

Pasal 70

(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan
anggaran kas SKPD.

(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan
DPA-SKPD.

(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan
dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 71

(1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dsna yang tercantum
dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memuat perkiraan
arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas
keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
setiap periode.

Paragraf 2
Penyediaan Dana
Pasal 72

(1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas
menerbitkan SPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD
untuk ditandatangani oleh PPKD.
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(3) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan beidasarkan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Paragraf 3
Uang Persedizan (UP)

Pasal 73

(1) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang diajukan
pertama kali (pada awal tahun) oleh PA merupakan uang muka kerja
dengan jumlah tertentu yang dapat aiisi kembali (revolving), dan
diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai
kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

(2) Berdasarkan hasil pengkajian yang didasarkan atas rencana kebutuhan
pengeluaran pengisian kas serta ketersediaan dana pada kas daerah
maka besaran uang persediaan bagi SKPD ditetapkan oleh Gubernur
dalam Daftar Penetapan Besaran Uang Persediaan SKPD.

(3) Uang persediaan dapat dipergunakan untuk keperluan belanja langsung
yang nilai pengeluarannya tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiahj.

(4) Uang persediaan juga dapat dipergunakan untuk keperluan kantor dalam
beberapa kegiatan atau dapat digunakan dalam mekanisme panjar.

(5) Uang persediaan dapat diajukan penggantian melalui mekanisme
penggantian uang.

(6) Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 80%
dari dana UP yang diterima.

Paragraf 4
Ganti Uang Persediaan (GU)

(1) Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian (SPM GU) yang
diterbitkan oleh PA digunakan untuk mengganti uang pervediaan yang
telah dibelanjakan dan disahkan pertanggungjawabannya.

(2) Jumlah SPM GU yang diajukan nilainya sebesar uang persediaan yang
telah disahkan pertanggungjawabannya.

(3) Penggunaan uang persediaan dapat dipertanggungjawabkan untuk
beberapa kegiatan.

(4) Jika SKPD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan uang

persediaan dan mengesahkannya maka PA tidak dap2t menerbitkan SPM
GU.
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Paragraf 5
Tambah Uang (TU)

Pasal 75

(1) Jika ada kebutuhan dana yang bersifat mendesak yang tidak dapat
ditunda dan pembayarannya tidak dapat digunakan dengan peinbayaran
langsung dan atau uang persediaan tidak raencukupi atau kebutuhan
dana yang mendesak dalam satu bulan tersebut melebihi jumlah uang
persediaan yang telah ditetapkan, PA/KPA capat menerbitkan SPM TU,
jumlah dana yang diminta dalam SPM 77J harus dipertanggungjawabkan
tersendiri dan apabila tidak habis harus disetor kembali melalui rekening
kas daerah sesuai program kegiatan szrta rincian kode rekening.

(2) Pengajuan SPM TU h:.rrus menyertakan rencana penggunaan dana dan
Surat Pernyataan Tanggungjawab PA/KFPA.

(3) Batas jumlah pengajuan TU harus mendapat persetujuan dari PPKD
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

(4) Pengajuan SPM TU harus melampirkan surat keterangan yang memuat
penjelasan keperluan penggunaar tammbahan uang secara riil sesuai
rincian objek beberapa program kegiatan.

(5) Pertanggungjawaban penggunaa.: Tambah Uang dilakukan dalam jangka
waktu paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan, maka
PA/KPA dapat mengajukan SPM TU kembali apabila mendesak dan
setelah menihilkan SPM TU sebelumnya.

(6) Apabila Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa
dana yang ada pada bendahara pengeluaren harus disetor ke Rekening
Kas Daerah, dikecualikan untuk.

a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan (maka PA/KPA
menyampaikan surat keterangan kepada kuasa BUD Bidang
Akuntansi sebelum menihilkan dan dilamnpirkan pada SPM-TU Nihil);

b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA
(maka PA/KPA menyampaikan surat keterangan kepada kuasa BUD
sebelum menihilkan dan dilampirkan pada SPM-TU Nihil).

(7) Apabila ketentuan pada ayat (2), (3), (4),(5) dan (6) tidak dipenuhi, kepada
SKPD yang bersangkutan diberikan teguran secara tertulis.

(8) Apabila dalam jangka waktu 15 hari setelah surat teguran disampaikan
beium juga memenuhi ketentuan avat (2), (3), (4), (5) dan (6) maka kepada
SKPD tersebut tidak lagi diberikan Tambahan Uang sepanjang sisa tahun
anggaran berkenaan (hanya bagi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat
memenuhi ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) dalam SKPD tersebut).

(9) Untuk pengajuan SPP-TU dan SPM-TU berikutnya harus terlebih dahulu
menyampaikan SPP-TU, SPM-TU NIHIL yang melampirkan pengesahan
pertanggungjawaban oleh PA/KPA serta rekomendasi SPJ dari BUD
Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
rekapitulasi atas belanja TU sebelumny« dan disertai dengan bukti-bukti
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pengeluaran yang sah untuk diterbitkan SP2D Nihil dari Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 6
Pembayaran Langsung (LS)

Pasal 76
(1) Pembayaran dengan mekanisme langsung kepada pihak ketiga oleh
PA/KPA dapat diterbitkan SPM L3: '

(2) Semua pengeluaran yang tidek termasuk dalam mekanisme pengeluaran
UP/GU/TU harus digunakan mekanisime pembayaran Langsung.

(3} Pembayaran dengan mekanisme largsung dapat dilakukan antara lain
untuk keperluan:

a. Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung;

b. Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial kecuali yang
jumlahnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk, jangka
waktu penerbitan SP2D dapat diproses sejak SPM/SPP Gaji Induk
diterima lengkap, paling lambat 5 (iima) hari kerja sebelum tanggal 1
(satu) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 1 (sa*u) bulan berikutnya
libur atau dinyatakan hari libur make penyarepaian SPM/SPP Gaji
Induk paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan
berikutnya;

d. Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan
biaya administrasi pinjaman.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Belanja

Pasal 77

(1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri
dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya
dalam bagian atau bidang tertentu ysng dapat dilaksanakan bersama
antara pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan
dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Belanja Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.

(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian
standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
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Paragraf i
Pelaksanaan Belanja Non Tunai

Pasal 78

(1) Transaksi pengeluaran kas di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
untuk tiap transaksi per penerima pembayaran dilaksanakan secara non
tunai.

(2) Pengeluaran transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pembayaran atas beban APBD oleh Bendahara Pengeluaran SKPD

kepada setiap penerima hak sesuai dengan besaran nilai nominal yang
ada dalam Bukti Kas Pengeluaran (BKP).

Paragraf 2
Belanja Pegawai

Pasal 72

Belanja Pegawai terdiri dari:
belanja Honorarium PNS;
belanja Honorarium Non PNS;
belanja Lembur;

belanja Pegawai BLUD; dan

belanja Pegawai BOS.

®poop

Pasal 80

(1) Pencairan/pembayaran belanja lembur dilaknkan ¢engan melampirkan:
a) SPT Lembur;
b) Bukti Absensi dengan Finger Print; dan
c¢) Laporan Harian Lembur

(2) Pembayaran belanja lembur dibatasi paling lama 4 jam/hari di hari
kerja dan 6 jam/hari dihari libur.

Paragraf 3
Belanja Barang dan Jasa

Pasal 81

Dalam rangka pembinaan dan pengendalian, serta upaya tertib administrasi
khususnya pengadaan barang/ jasa, Pemerintah Provinsi Lampung
melakukan pengawasan dar: pengendalian, yaitu :

a. pengawasan dan pemerikéaan pengadaan barang/ jasa dilakukan oleh
aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah

b. pengendalian administrasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang
diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan asa Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung melalui pemantauan realisasi pengadaan
barang/ jasa, dan laporan kinerja penyedia barang/ jasa.
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PA/ KPA wajib menyusun dan mengumumkan rencana umum
pengadaan barang/ jasa (RUP) diawal talun anggaran senilai total pagu
pengadaan tahun anggaran berjalan ( Form A2).

PA/ KPA wajib melaporkan realisasi pengadaan barang/ jasa setiap
triwulan kepada Gubernur melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (Form Al}.

pejabat Pembuat Komitmen wajib mer.gisi data kontrak pada aplikasi
sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) pada LPSE Provinsi Lampung.
dalam pelaksanaan pengendalian pengadaan barang/ jasa, Biro
Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dapat
melaksanakan bimbingan teknis pengadaan barang/ jasa sesual dengan
kebutuhan pada setiap rencana pengadaan atau pemilihan penyedia
barang/ jasa pada SKPD.

PA/ KPA diwajibkan menilai kinerja penyedia barang/ jasa untuk masing-
masing hasil pekerjaan yang dilaksanakan penyedia barang/ jasa yang
bersangkutan, dan menyampiakan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya administrasi untuk
mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBD,
yaitu:

a.

honorarium penggina barang/jasa, Pokja/Pejabat Pengadaan,
bendaharawan, dan staf pelaksana program/kegiatan/paket pekerjaan
sesuai Peraturan yang berlaku;

penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen
prakualifikasi;

. administrasi lainnya yang diperlukar untuk mendukung pelaksanaan

pengadaan barang/jasa.

Pasal 83

Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah
sebagai berikut:

a.

b.

memenuhi  ketentuan peraturan perundang-undangan  untuk
menjalankan kegiatan/usaha,

memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial
untuk menyediakan barang/jasa:

tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan
atas nama perusahaaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia
barang atau jasa;

. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun terakhir;

dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh paling
kurang 1 (satu) pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali
penyedia barang/jasa yang baru berdir kurang dari 3 (tiga) tahun;
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g. memiliki sumber daya manusia, mncal, peralatan, dan fasilitas lain yang
diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

h. tidak masuk dalam daftar hitam;

i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan

j. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya
sama dengan di atas kecuali huruff;

k. persyaratan pemenuhan kewajiban perpajekan tahun terakhir
sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan untuk pengadaan
langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

Pasal 84

Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa

konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian
kewajiban pajak;

b. lulusan perguruan tinggi negeri atau: perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulas “ijian negara,
atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui
oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi,

c. mempunyai pengalaman di bidangnya.

Pasal 85

(1) Pegawai Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah /
Institusi dilarang menjadi penyedia barang/ jasa, kecuali yang
bersangkutan mengambil cuti diluar targgungan negara.

(2) Penyedia Barang/ Jasa vang keikutsertaannya menimbulkan
pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia bararg/ jasa.

(3) Terpenuhinya persyaratan penyedia. barang/ jasa dinilai melalui proses
Tender/Seleksi oleh Pokja/ Pejabat Pengadaan.

Pasal 36

Dalam rangka pembayaran/pencairan uang terhadap hasil pengadaan
barang/jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. nilai pembelian/ pengadaan barang/ jasa, baik melaiui uang persediaan
(UP), Tambah Uang (TU), sampai dengan Rp.10.600.000,- (sepuluh juta
rupiah) dilengkapi dengan bukti pembelian (nota);

b. nilai pembelian/pengadaan barang/jasa, baik melalui Uang Persediaan
(UP), Tambah Uang (TU) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai
dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan surat
pemesanan, bukti pembelian (nota), Kuitansi, BKP;

c. nilai pembelian/pengadaan barang/jasa /pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya, sampai dengan Rp.200.000.000,- {dua ratus juta rupiah) dan



-45-

pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp.100.000.000,- (Seratus
juta rupiah) dilengkapi dengan dokumsn pengadaan, SPK, Kuitansi, Kode
Billing dan Bukti Setor Pajak, Berita Acara Pemeriksaan oleh PPK, Berita
Acara serah terima hasil pekerjaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan
Administratif oleh PjPHP/PPHP;

d. nilai pembelian/pengadaan barang/jasa /pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupish) dan perigadaaii
jasa konsultasi di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilengkapi
dengan dokumen pengadaan, Surat Perjanjian, Kuitansi, Xode Billing dan
Bukti Setor Pajak, Berita Acara Pemeriksaan oleh PPK, Berita Acara serah
terima hasil pekerjaan, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif oleh
PjPHP/PPHP;

e. untuk pengadaan jasa konsultansi selain dokumen yang telah ditentukan
di atas, juga melampirkan laporan dan hasil pekerjaan;

f. nilai pengadaan Rp. 500.000,- (liina ratus ribu rupiah) sampai dengan
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibebankan materai Rp.3.000 (tiga ribu
rupiah) dan nilai di atas Rp. 1.000.000,- dibebani materai Rp. 6.000
(enam ribu rupiah);

g. untuk jasa kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi secara
pelelangan/penunjukan langsung vang dikontrakkan (kontraktual)
dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan oleh pihak
kegiatan/direksi bersama sama konsultan supervise {jika ada konsultan
supervisi), untuk selanjutnya dilakukan:

a) Serah Terima Pertama Pekerjaan (Progress Hand Over)
Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) diketahui oleh Pengguna
Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

b) Serah Terima Kedua Pekerjaan (Final Hand Over
Setelah masa pemeliharaan selesai dibuatkan Berita Acara Serah
Terima Kedua (FHO) yang dibuat oleh (F2K) diketahui oleh Pengguna
Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan jaminan
pemeliharaan dikembalikan kepada penyedia barang/jasa.

Pasal 87

(1) Belanja barang dan jasa digunakar untuk pengadaan barang dan jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk
barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pthak
ketiga.

(2) Belanja barang dan jasa dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan
keuangan daerah, ber 1pa belanja barang habis pakai, bahan material,
jasa kantor, premi asuransi, perawatain kendardan beimotor, cétak/
penggandaan, sewa rumah/ gedung, gudang/ parkir, sewa sarana
mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja,
pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan
dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa
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konsultansi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan helanja lainya yang

seJ enis serta pengadaan barang yang dimasudkan untuk diserahkan atau
dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Pasal 88

(1) Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas,
meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat,
memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan serta rmendukung proses
monitoring dan audit pengadaan barang/j-asa pemerintah dapat
dilakukan secara elektronik;

(2) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa dilakukan secara elektronik
menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;

(3) SPSE dan system pendukung dikernbangkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan barang/ja: a Pemerintah (LKPF)

Pasal 89

(1) Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan
teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang /
jasa secara elektronik.

(2) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pedoman "Penyelenggaraan Sistem Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Secara Tiektronik (SPSE) di lingkungan
Petneiintah Provifisi Lampung.

(3) Fungsi - fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi :

1. pengelolaan seluruh system informasi Pengadaan Barang/Jasa dan
infrastrukturnya.

2. pelayanan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh system
informasi Pengadaan Barang/Jasa, dan

3. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku
kepentingan.

(4) Kedudukan LPSE Provinsi Lampung di jalan RW. Monginsidi No. 69 Teluk
Betiing (melekat pada Bagian LPSE Biro Perigadaan Barang dafi Jasa
Setda Provinsi Lampung).

Paragraf ¢
Belanja Perjalanan Dinas

Pasal 90

Perjalanan dinas dalam negeri/daerah dilaksanakan secara lebih tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Fasal 91

Untuk dapat melaksanakan perjalanan dinas, setiap Pegawai Negeri
Sipil/Pejabat Daerah dan Pegawai Tidak Tetap serta Tenaga Ahli/Pihak lain
PNS dan non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas, harus
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memiliki Surat Perintah Tugas (SP'T).dan Surat Perintah Perjalanan Dinas
{SPPD) yang diterbitkan /dikeluarkan oleh pciabat yang berwenang.

Pasal 92

Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP dilakukan
kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Fengeluaran. Pemberian uang

tersebut berdasarkan persetujuan dari PA/KPA dengan melampirkan
dokumen sebagai berikut:

a. surat Perintah Tugas;
b. fotocopy SPPD;
c. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 93

Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan

dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. uang harian dibayarkan secara lumpsuin dan merupakan batas tertinggi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Standar Riaya;

b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan
fasilitas transport,

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman
pada Peraturan Gubernur mengeiiai Stardar Satuan Harga Barang dan
Jasa;

d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai
Standar Biaya;

e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan
berpédoman pada Peraturan Gubernur mengenai Standar Biaya;

f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
dan

g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pembuktian/pengurusan jenazah dihayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 94

(1) Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yang melaksanakan perjalanan
dinas diberikan biaya uang harian (baik vang menggunakan kendaraan
dinas, umum, pesawa’).

(2) penginapan dan transport kendaraan umuin PP dari tempat asal ke
tempat tiijuan biayanya disesuaikan dengan tasif dan kétentuan.

(3) Biaya transport PP Pesawat Udara menggunakan mekanisme at cost
sesuai dengan tarif yang berlaku pada walktu pergi/pulang dan
dipertanggungjawabkan setelah kernbali.

Pasql 95

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SFPD} ditandatangani dan dibubuhi
stempel pada masing-masing unit/instansi ditempat yang dituju, sebagai
salah satu syarat keabsahan pertanggung jawaban keuangan.
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Pasal 96

Biaya tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandsira keberangkatan ke
bandara tujuan, biaya tiket tersebut termasuk biaya asuransi, tidak
termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan
anggaran biaya, tiket pesawat udara perjalanan dinas menggunakan metode
at cost (sesuai pengeluaran).

Pasal 97

(1) Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Daerah yanz melakukan perjalanan dinas
khusus dalam ibukota provinsi berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT),
tetapi tidak menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD),
kepada yang bersangkutan dapat diberikan bantuan biaya perjalanan
dinas dari dan ke tempat tujuan pulang pergi sesuai dengan tarif
perjalanan dinas yang berlaku.

(2) Pegawai Negeri Sipil/Pejabat daerah yang melakukan perjalanan dinas
atas undangan dari pihak lain dan biaya akomodasi dan konsumsi
ditanggung oleh pihak pelaksana maka PNS/Pejabat daerah dapat
diberikan uang harian.

(3) Pegawai tidak tetap dan tenaga ahli/pihak lain PNS serta non PNS dapat
diberikan biaya perjalanan dinas setelah mendapat izin dari pejabat yang
berwenang.

Paragraf 5
Pertangg ingjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Pazal 98

Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas
kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran paiing lambat 5 (lima) hari kerja
setelah perjalanan dinas dilaksanakain.

Pusal 99

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinae dilakukan dengan melampirkan

dokumen berupa:

a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;

b. SPPD yang telah ditandatangani olch Pengguna Anggaran /Kuasa
pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas
atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

c. Tiket pesawat, boarding pass, retribusi, dan bukti pembayaran moda
transportasi lainnya;

d. Daftar Pengeluaran Riil;

e. Bukti pembayatan yang sah untuk sewa kendarasn dalam Kota berupa
kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan

f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;

g. Surat tugas mendampingi bagi Pendamping dan/atau ajudan Gubernur/
Wakil Gubernur/ Pimpinan DPR/ Sekertaris Daerah yang menginap pada
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hotel/ penginapan yang sama dengan Gubernur/ Wakil Gubernur/
Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daeral;

h. Surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap bagi
Pendamping dan/atau ajudan Gubernur/ Wakil Gubernur/ Pimpinan
DPRD/ Sekretaris Daerah, jika fasilitas kamar dengan biaya terendah
pada hotel/ penginapan sudah tidak tersedia; dan

i. Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada PA/KPA;

Pasai 100

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, huruf e, dan huruf f tidak
diperoleh, pertanggungjawaban biaya Ferjalanan Dinas dapat hanya
menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dirnaksud pada huruf
d.

Pasal 101

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dengan
melampirkan dokumen berupa:

Fotocopy surat keputusan pindah;

SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang;

Kwitansi/bukti penetithaan untik vang harian,

Kwitansi/bukti penerimaan untuk biaya transport; dan

Kwitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan
barang.

o poop

Pasal 102

(1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran
biaya perjalanan dinas dan disampaikar: kepada Bendahara Pengeluaran.

(2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-
biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.

(3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran dan menyampaikan kepada
Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti
pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan
Dana (SPM/ SP2D).

Pasal 103

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen,merniaikkan dari harga
sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau
lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian
yang diderita oleh negara/daerah, bertanggung jawab sepenuinya atas
seluruh tindakan yang dilakukan.
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Paragraf 6
Belania Modal

Pasal 104

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalain rangka pengadaan
aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAE:} v
PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 105

Penerimaan kas terdiri dari:

a.

b
c.
d
e

potongan Taspen

. potongan Askes

potongan PPh
potongan PPN
potongan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri

Pasal 106

Pengeluaran kas terdiri dari:

a.

b.
c.
d
e

(1)

penyetoran Taspen,
penyetoran Askes;
penyetoran PPh;

. penyetoran PPN; dan

penyetoran Potongan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri
Pasal 107

Penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 yaitu:

a. Potongan Taspen,
Dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, terusan
gaji dan kekurangan gaji. PPKD selaku Bendahiara Umum Daerah
akan memungut Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan Askes Pegawai
dengan cara memotong sebesar 10% dari gaji PNS setiap bulan
untuk Iuran Wajib Pegawai (IWP). Dari 10% potongan gaji tersebut
8% diantaranya ditujukan untuk Taspen dengan rincian 4,75%
untuk furan Pensiun dan 3,25% untuk tabungan hari tua.

b. Potongan Askes;
Terhadap potongan Askes juga dilakukan pada Iuran Wajib Pegawai
(IWP) 10% dari gaji PNS setiap bulannya dengan pembagian 2% dari
IWP 10% tersebut diperuntukkan bagi luran Pemeliharaan
Kesehatan PNS.

c. Potongan PPH;
Potongan PPh dilakukan pada gaji PNS setiap bulannya dengan
potongan yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan
ditanggung oleh Pemerintah. Apabila tidak memiliki NPWP maka
terdapat tambahan PPh Pasal 21 yang tidak ditanggung oleh
Pemerintah.

d. Potongan PPN;
Potongan PPN terhadap Gaji Fegawai tidak dilakukan karena
terhadap Gaji PNS hanya diberlokukan potongan PPH Pasal 21.
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e. Potongan Tabungan Perumahan Pegawali.

Potongan Tabungan Perumahan Pegawai sesuai dengan
pangkat/golornigan pegawai.

(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 yaitu:

a. Penyetoran Taspen;
Selambat-lambatnya tangga! 5 setiap bulannya, melalui Kas Daerah
untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

b. Penyetoran Askes;
Kewajiban pembayaran luran Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan Asuransi Keschatan dilaksanakan oleh dan
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyetoran
dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, melalui
Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

c. Penyetoran PPh;
Penyetoran PPh terhadap gaji dilakukan bersamaan dengan
penyetoran Taspen dan Askes dan penyetoran dilakukan selambat-
lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, melalui Kas Daerah untuk
selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

d. Penyetoran PPN;
Penyetoran PPN selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya
melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

e. Penyetoran Tabungan Perumahan Pegawai.
Penyetoran Tabungan Perumahan Pegawai terhadap gaji pegawai
selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya sudah disetor ke Kas
Negara.

BABV
PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Pertama
Ketentuan Dasar Dalam Pergeseran Anggaran

Pasal 108

(1) Pergeseran anggaran antar unit orgerisasi, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja dalam s: tu kegiatan, serta pergeseran antar obyek belanja
dalam satu jenis belarja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan
kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA}-
SKPD/PPKD.

(2) Pergeseran antar rincian obyek belarije dalam obyek belanja berkenaan
dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah setelah dibahas oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

atas persetujuan Sekretaris Daerah setelah dibahas oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. '

(4) Pergeseran uraian belanja dalam rincian objek belanja berkenaan
dilakukan atas persetujuan Sekertaris Daerah setelah dibahas oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

(5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan
ayat (4) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Gubernur

tentang penjabaran APBD  sebagai dasar pelaksanaan, untuk
selanjutnya
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dianggarakan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD.

(6) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar

Jjenis belanja dapat dilakukan dengsn cara mengubah peraturan daerah
tentang APBD.

(7) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan

dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Gubernur
tentang penjabaran perubahan APBD.

Bagian Kedua
Prosedur Pergeseran Anggaran

Pasal 109

SKPD dapat melakukan pergeseran anggaran, dengan mekanisme dan
prosedur yang harus dilakukan oleh PA.

Pasal 110

Mekariisme dan prosedur sebagaimana ditnaksud padz pasal 108 adalah
sebagai berikut :

a.

membuat surat usulin pergeseran anggaran disertai dengan alasan
melakukan pergeserar. anggaran;

surat usulan pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja
disampaikan kepada pajabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) untuk
memperoleh persetujuan;

usulan pergeseran anggaran kas antar jenis, objek, dan rincian objek
belanja disampaikan kepada PPKD ur:ituk memperoleh pesetujuan;

. surat usulan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja

disampaikan kepada sekretaris daerah untuk memperoleh persetujuan;
surat usulan tersebut dilengkapi dengan:

a) Alasan melakukan pergeseran anggaran (diuraikan secara lengkap
dan jelas mengapa mengusulkan pergeseran anggaran);

b) Daftar pergeseran anggaran yang memuat antara lain: nama dan kode
rekening kegiatan, kode rekening beianja sebelum perubahan (berikut
anggarannya), kode rekening belanja setelah perubahan (berikut
anggarannya), dan penjelasan besaran perubahaniiya.

PPKD menganalisis substansi dan teknis usulan pergeseran anggaran
SKPD apakah dapat dilakukan atau tidak sesuai ketenntuan perundangan
yang berlaku,;

usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek
belanja dibahas oleh PPKD bersama dengan SKPD pengusul dan unsur
TAPD jika diperlukan;

usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja
dibahas oleh TAPD bersama dengan SKPD;
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i. hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan (BAP)
yang ditandatangani oleh peserta rapat;

j. berdasarkan BAP PPKD menginventarisasi dokumen pergeseran
anggaran yang telah disetujui, dan menatanya dalam penjabaran APBD.
Penataan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dilakukan
secara komprehensif;

k. pelaksanaan pergeseran anggarai dapat dilakukan setelah persetujuan
pergeseran anggaran ditancatangani oleh pejabat yang berwenang;

1. pergeseran anggaran yang telah disetujui ditata dalam perubahan APBD
dan/atau dilaporkan dalam laporan realisasi APBD

BAB VI
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal 111

Penerimaan daerah disetor ke rekenirig kas umum daerah pada bank yang
telah ditunjuk setelah kuasa BUDR menerima nota kredit yang dilakukan
dengan cara, yaitu: -

a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;

b. disetor melalui bendahara penerimaan oieh pihak ketiga; dan

c. disetor melalui bendahara penerimaan pembantu oleh pihak ketiga.

Bagian Pertama
Prosedur Penerimaan Daerah yang Disetor Melalui Bendahara Penerimaan

Pasal 112

(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah yarg memiliki wewenang untuk
menetapkan Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah) menerbitkan
SKP-Daerah. Sedangkan Surat Ketetapan Retribusi Daecrah (SKR-Daerah)
ditetapkan oleh Penguna Anggaran/Kvasa Penguna Anggaran yang
memiliki Anggaran Pendapatan Daerah. Dokumen SKP-Daerah (Form BT-
01) dan SKR-Daerah (Form BT-02) dibuat rangkap tiga, yang
didistribusikan kepada:

a. lembar kesatu kepada wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah;
b. lembar kedua kepada Bendahara Penerima di SKPD; dan
c. lembar ketiga sebagai arsip di PPKD/SXPD penerbit.

(2) Berdasarkan SKP/SKR yang diterima, wajib pajak daerah/wajib retribusi
daerah menyetorkan uang ke bendahara penerimaari.

(3) Bendahara penerimaan menerima dan menghitung setoran uang dari
wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah serta mencccokkannya dengan
arsip SKP/SKR lembar kedua.

(4) Membuat Tanda Bukti Pembayaran/TBEP (Form BT-03)/Bukti Lain yang
sah rangkap tiga dan mendistribusikannya masing-masing:

a. Lembar kesatu untuk wejib pajak/wajib retribusi;
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b. Lembar kedua dan ketiga disimpan untuk arsip bendahara
penerimaarn.

(5) Bendahara penerimaarn kemudian mencatat penerirnaar ini kedalam
Buku Kas Umum (Form BT-05) dan Puku Rekapitulasi Penerimaan
Harian (Form BT-07).

(6) Berdasarkan rekapitulasi penerirnaan Larian, bendahara penerimaan
membuat STS (Form BT-04) tangkap tiga yang berisi rincian
pendapatan  Pet rincian obyek pendapatan serta jumiah total
pendapatan.

(7) Bendahara penerimaan menyetorkan u2is e bank selambat lambatnya

jam tertentu setiap hari kerja dengan menggunakan STs:
»Bendahara penerimadan tidak diperkenanicon menyimpan uarg tunat
lebih dari 1 x 24 jam. Dalam hal daerah yang karena londisi geografisnya
sulit dijangkau dengan omunikasi dan sansportast sehingga melebihi
batas wakiu penyetoran dimakstd ditetapkan dalam peraturarn
Gubernur.”

(8) Bank menerima penyetoran uang, memvalidasi aTs serta membuat
Nota Kredit. Bank kemudian men yerahkan:

a. STS lembar kesatu dan lkedua yang teleh divalidasi kepada
bendahara penerimaarn;

b. STS lembar ketiga sebagai arsip hank;

c. Nota Kredit/Bukti Transfer kepada Kuasa BUD cC.4G- Bidang
pPerbendaharaan pada Badan Pengelcla Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung untuk dibuat rekapitulasinya.

{9) Berdasarkan STS lembar kesatt dan kedua, Lendahara penerimaai
kemudian membukukan penyetoran ini dalara Buku Kas Umum
Penerimaan (Form BT-05) dau Buku Pembantu Per Rincian Obyek
Pendapatan (Form BT-06)

(10) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, berlaku ketentuan
sebagai berikut:

a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sarnpal selama-lamanya 1 (satu) bulan,
bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa
kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan
tugas-tugas bendahara penerimaai atas tangguing jawab bendahara
penerimaan yang bersangkutan dengan Giketahui kepala SKPD;

b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lemanya 3 (tiga)
bulan, Gubernur menunjulk pejabat pendahara penerimaarn dan
diadakan berita acara serah terima;

c. Apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga ) bulan pelum juga
dapat raelake anakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
mengundurkan diri atau perhend dari jabatan sebagai bendahara
penerimaan dan oleh karena :tu segera diu sulkan penggantinya, dan
atau point huruf b tetap berlalku sampal dengan perakhir tahun
anggaran. '
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Bagian Kedua
Prosedur Penerimaan Daerah Yang Disetor Melalui Bendahara Penerimaan
Pembantu

Pasal 113

Dalam hal daerah yang karena kondisi geografis wajib pajak/wajib retribusi
tidak memungkinkan untuk dijangkau, atau dalam hal jumlah pungutan
setoran dinilai terlalu kecil, atau dalam hal pendapatan daerah yang
tersebar, penatausahaan penerimasn daerah dapat dilakukan oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu.

Pasal 114

(1) PPKD selaku BUD (c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah) yang memiliki
wewenang untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak-Daerah
(SKP-Daerah) menerbitkan SKP-Daerah. Sedangkan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah  (SKR-Daeraly  ditetapkar:  oleh Penguna
Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran yang memiliki Anggaran Pendapatan
Daerah. Dokumen SKP-Daerah (Fcrm BTP-01) dan SKR-Daerah (Form
BTP-02) dibuat rangkap tiga, yang didistribusikan kepada:

a. lembar kesatu kepada wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah;

b. lembar kedua sebagai arsip bendahara penerimaan pembantu di
SKPD;

c. lembar ketiga sebagai arsip PFKD/SKPD penerbit.

(2) Berdasarkan SKP/SKR yang diterima, wajib pajak daerah/wajib retribusi
daerah menyetorkan uang ke bendahara penerimaan pembantu.

(3) Bendahara penerimaan pembantu meneriraa dan menghitung setoran
uvang dari wajib pajat daerah/wajib retribusi daerah serta
mencocokkannya dengan arsip SKP/SKR lembar kedua.

(4) Membuat Tanda Bukt’ Pembayaran/TBP (Form BTP-03) /Bukti Lain yang
sah rangkap tiga dan mendistribusikannya masing-mnasing:

a. lembar kesatu untuk wajib paiak/wajib retribusi;

b. lembar kedua sementara disimpan bencahara penerimaan pembantu
yang nantinya akan diserahkan untuk arsip bendahara penerimaan;

c. lembar ketiga untuk arsip bendahara penerimaan pembantu.

(5) Bendahara penerimaan pembantu kemudian mencafat penerimaan ini
kedalam Buku Kas Penerimaan Pembantu (Form BTP-05), dan Buku
Rekapitulasi Penerimaan Harian Pernbantu (Form BTP-07 ).

(6) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan harian pembantu, bendahara
penerimaan pembantu membuat STS (Form BTP-04) rangkap tiga yang
berisi rincian pendapatan per rincian obyek pendapatan serta jumlah
total pendapatan.

(7) Menyetorkan uang ke bank selambat lambatnya jam tertentu setiap hari
kerja dengan menggunakan STS.

*Bendahara penerimaan pembantu tidak diperkenankan menyimpan uang
tunai lebih dari 1 x 24 jam. Dalam hal daerah yang karena kondisi
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geografisnya sulit dijangkau dengan  komunikasi dan transportasi
sehingga melebihi batas waktu penyetoran dimaksud ditetapkan dalam
peraturan Gubernur.”

(8) Bank menerima penyetoran uang, memvalidasi STS serta membuat Nota
Kredit. Bank kemudian menyerahkan:

a. STS lembar kesatu sementara disimpan bendahara penerimaan
pembantu yang nantinya akan diserahkan untuk arsip bendahara
penerimaan;

b. STS lembar kedua yang telah divalidasi kepada bendahara
penerimaan pembantu,;

c. STS lembar ketiga sebagai arsip Bank:

d. Nota Kredit/Bukti Transfer kepada Kuasa BUD c.q. Bidang
Perbendaharaan pada Badan Pengelola Xeuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung untuk dibuat rekapitu'asinya.

(9) Berdasarkan STS lembar kedua, bendahara penerimaan pembantu
kemudian membukukan penyetoran ini dalam Buku Kas Umum
Penerimaan Pembantu (Form BTP-05) dan Buku Pembantu Per Rincian
Obyek Pendapatan (Fcrm BTP-06).

(10) Bendahara Penerimaan Pemnbantu mempertanggungjawabkan
penerimaan yang dikelolanya dalam bentuk Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pernbantu/SPJ Penerimaan
(Form BTP-08) kepada Bendahara Pererimaan setiap bulan paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Pasal 113

Pelaksanaan pertanggungjawaban penerimaan daerah dilakukan oleh
bendahara penerimaan/bendahara penerimaar. pembantu

Pasal 116

(1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan (Forin BTP-08) kepada bendahara
penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan
pertanggungjawaban dimaksud dilampi,i dengan:

a. Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu (Form BTP-05);

Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan (Form BTP-06);

Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu (Form BTP-07); dan

Copy SKP/SKR (Form BTP-01/8TP-02), bukti penerimaan (Form BTP-

03) dan penyetoran (Form BTP-04) yang sah.

(2) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas

laporan pertanggungjawaban pererimaan milik bendahara penerimaan
pembantu.

oo
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(3) Atas dasar bukti penerimaan dan percatatan yang ada dan laporan
pertanggungjawaban bendahara pener.maan pembantu, bendahara
penerimaan secara periodik membuat laporan pertanggungjawaban
administratif (Form BT-08) kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD.
Bendahara Penerimaan juga membuat laporan pertanggung-jawaban
fungsional (Form BT-09) yar.g disampaikan kepada PPKD selaku BUD c.q.
Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Lampung setelah diotorisasi PA paling lambat
tanggal 10 bularn berikutnya.

(4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan yang disampaikan dilampiri
dengan:

a. Buku Kas Umum (Form BT-05);

b. Buku Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan (Form BT-06});

c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian {(Form BT-07); dan

d. Copy SKP/SKR (Form BT-01/B7T-02), bukti penerimaan (F‘orm BT-03)
dan penyetoran (Form BT-04) yang sah.

(5) Laporan pertanggungjawaban beridahara penerimaan pembantu dibuat
rangkap 2 (dua) dan disampaikan:
a. lembar kesatu kepada Bendahara Penerimaan;
b. lembar Kedua sebagai arsip Bendahara Penerimmaan Pembantu.

(6) Laporan pertanggungjawaban administratif bendahara penerimaan
dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan:
a. lembar kesatu kepada Kepala SKPD melalui PPK-5KPD;
b. lembar Kedua sebagai arsip Bendaharu Penerimaan. :
(7) Laporan pertanggungjawabarn fungsional bendahara penerimaan dibuat
rangkap 4 (empat) dan disampaikan:
a. Lembar kesatu kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
b. Lembar Kedua kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Alcutansi pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
c. Lembar Ketiga kepada PPK-SKPD;
d. Lembar Keempat sebagai arsip Bendahara Penerimaan.

(8) Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD melakukan
verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban
bendahara penerimaan pada SKPD yang paling lambat dikirimkan
tanggal 10 bulan berikutnya dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan arnalisis diatur dalam
peraturan Gubernur.

(9) PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara
penerimaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan (Form
BT-10).

(10) Bendahara penerimaan melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh
bendahara penerimaan pembantu sckurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan (Form BTP-09).

(11) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam butir i dan j dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan kas yang disertai dengan register
penutupan kas {Form BT-11 atau BTP-13).
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BAB VIi
PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH

Paszal 117

Penatausahaan pengeluaran daerah melalui aplikasi SIPKD meliputi
penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPDj sebagai dasar pengeluaran kas
atas beban APBD, pengajuan Surat Permintaan Pen.bayaran (SPP),
penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D), SP2D UP/TU Nill. pengesahan pendapatan dan
belanja BLUD.

Bagian Pertama
Penyusunan dan Pengesaharn DPA-SKPD

Pasal 118

Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran APBD ditetapkan, Kepala SKPD segera melakukan proses
menyusunan DPA-SKPD.

Pasal 119

(1) Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD masing-
masing Kepala SKPD dan SKPKD menytisun DPA-SKPD dan DPA-SKPKD.

(2) DPA-SKPD disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) selaku PPKD untuk disahkan oleh Kepala BPKAD
setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerakh.

(3) Sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk disetujui,
dilakukan verifikasi DPA-SXPD.

(4) Verifikasi DPA-SKPD dilakukan oleh PPKD (Bidang Anggaran), dibantu
oleh anggota/unsur TAPD.

(5) Kepala SKPD menyempurnakan DPA-SKPD berdasarkan hasil verifikasi
TAPD, dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada Tim Verifikasi
untuk disetujui. Persetujuan Tim Verifikasi dilakukan dengan memaraf
masing-masing dokumen DPA-SKPD.

(6) Hasil penyempurnaan DPA-SKPD disampaikan kepada Kepala BPKAD
(PPKD) untuk diproses lebih lanjut pengesahannya.

Bagian Kedua
Penyusunan Anggaran Kas

Pasal 120

Anggaran Kas disusun berdasarkan perkiraan penerimaan daerah setiap
bulannya dengan perkiraan pengeluaran daerah setiap bulannya.

Pasal 121

(1) Badan Pendapatan Daerah menyusun rencana pendapatan daerah setiap
bulannya berdasarkan realisasi perbulan pendapatan daerah tahun
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sebelumnya. Informasi dan data yang digunakan adalah daftar perkiraan
pendapatan daerah yang diterima oleh masing-masing SKPD yang
memiliki anggaran pendapatan.

(2) Rencana pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk dikorsclidasikan dengan
rencana penerimaan daerah, dan dikonsolidasikan dengan rencana
pengeluaran daerah.

(3) BPKAD (Bidang Perbendaharaan) menghimpun penerimaan daerah
tahun 2019 setiap bulannya berdasarkan data dan informasi dari Badan
Pendapatan Daerah dan penerimaan dana perimbangan, seria
penerimaan pembiayaan daerah. Untuk mengoptimalkan penyusunan
anggaran penerimaan dimaksud Kepala Bidang Perbendaharaan dapat
menggunakan data dan informasi historis penerimaan daerah per bulan
tahun sebelumnya.

(4) Berdasarkan anggaran penerimaan dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Bidang Anggaran menyusuin anggaran kas daerah yang ferdiri
dari anggaran penerimaan daerah dan anggaran pengeluran daerah yang
diperkirakan terjadi pada tahun 2019.

(5) Rencana pengeluaran daerah setiap bulannya, disusun berdasarkan
perkiraan kebutuhan pengeluaran SKPD dan SKPKD setiap bulannya
dengan mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan, pembayaran belanja
tidak langsung dan belanja langsung serta pengeluaran pembiayaan yang
akan dilakukan setiap bulannya selama tahun 2019, serta kepastian
ketersediaan kas daerah dalam melakukan pembayarannya.

(6) Rencana penerimaan daerah setiap bulznnya dan rencana pengeluaran
daerah setiap bulannya, dil-onsolidasiken menjadi anggaran kas daerah
setiap bulannya selama satu tahun anggaran yang selanjutnya
ditetapkan dengan Surat Keputusan BUD. Konsolidasi tersebut
disiapkan dan disustn oleh Bidang Perbendaharaan bersama dengan
Bidang Anggaran.

(7) Anggaran kas dapat dijadikan daszr bagi FPKD untuk menerbitkan Surat
Penyediaan Dana setiap SKPD.

Bagian Ketiga
Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Pasal 122

(1) SPD dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas. Manajemen kas
adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas
bagi setiap SKPD, BUD harus mampu memperkirakan kemampuan
keuangan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD.
SPD digunakan untuk penyediaan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam
periode waktu tertentu.

(2) Pengajuan SPD oleh SKPD didasarkan oleh Anggaran Kas dengan
mempertimbangkan:

a. Ketersediaan dana di kas daerah;
b. Prioritas belanja daerah dengan mengutamakan prinsip efektif dan
efesien;
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(3) Untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang sifatnya wajib dan
mengikat dan harus dilaksanakan sebelum DPA-SKPD disahkan, PPKD
selaku BUD membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan.

Pasal 123

(1) Berdasarkan Anggaran Kas (Form Ang-01) dan DPA, Kepala SKPD
mengajukan permohonan penerbitan SFD (Form BX-01) kepada PPKD
selaku BUD, dengan ketentuan sebageai berikut:

a. SPD untuk belanja tidak langsung untuk belanja gaji dan tunjangan
diajukan tiap bulan;

b. SPD untuk belanja tidak langsurg selain gaji dan tunjangan diajukan
sesuai dengan kebutuhan,;

c. SPD untuk belanja langsung untuk kegiatan diajukan tiap bulan
sesuai dengan kebutuha=;

(2) Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD menerima Surat
Permohonan Penerbitan SPD, kemudian memeriksa kebenaran jumlah
permohonan penerbit an SPD tersebut dengsn jumlah menurut DPA dan
Kartu Pengawasan Penyediaan Dana untuk memastikan masih tersedia
dana dalam DPA SKPD yang bersangkutan serta mengecek ketersediaan
dana dalam Kas Daerah melalui Kartu Pengawasan Dana Tersedia untuk
Penerbitan SPD (Form Ang-06).

(3) Jika tidak benar, maka surat permchonan tersebut dikembalikan kepada
Kepala SKPD. Jika benar, maka Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada
BPKAD Provinsi Lampung menyiapkan konsep SPD (Form Ang-02) dan
diserahkan ke PPKD selaku BUD untuk dievaluasi dan mendapatkan
persetujuan.

(4) PPKD selaku BUD, melakukan evaluasi atas konsep SPD yang diterima
dari kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Daerah Provinsi
Lampung. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang diperlukan
dituangkan dalam lembar konsep SPD. PPKD selaku BUD kemudian
menandatangani dan menyerahkan konsep SPD kepada kuasa BUD
untuk diterbitkan SPD.

(5) Kuasa BUD menyiapkan SPD (Form Ang-02} dan lampirannya dalam
rangkap 5 kemudian diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi.

(6) SPD yang telah diotorisasi PPKD seleku BUD selanjutnya dikirimkan
kepada:

a. Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Provinsi Lampung
(SPD lembar ke-1);

b. Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendahsraan pade. BPKAD Provinsi
Lampung (SPD lembar ke-2);

c. Inspektorat (SPD lembar ke-3);

d. Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada BPKAD Provinsi Lampung
(SPD lembar ke—4);

e. Kepala SKPD (SPD lembar ke-5), untuk selanjutnya digunakan
sebagai dasar pengajuan SPM;

(7) Berdasarkan SPD lembar ke-1, Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada
BPKAD Provinsi Lampung mencatatnya dalam Register SPD dan Kartu
Pengawasan Penyediaan Dana dan Kartu Pengawasan Penyediaan Dana
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per Kegiatan.

(8) Pada akhir hari kerja, Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD
Provinsi Lampung mengisi data Kartu Pengawasan Dana Tersedia untuk
Penerbitan SPD sebagai dasar penerbitan SPD di hari berikutnya.

(9) Berdasarkan SPD lemb ir ke-2 Kuasa BUD c.q. Bideng Perbendaharaan
pada BPKAD Provinsi Lhmpung membukukan SPD ke Kartu Pengawasan
Penyediaan Dana dan Realiasi Anggarail.

Bagian Keempat
Penerbitan Surat Perintah Pernbayaran (SPP)

Pasal 124

PP adalah dokumen yang ditervitkan olen bendahara pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantu dar. PPTK, ataud bendahara khusus
pantuan untuk mengajukan permintaai perabayaran.

Pasal 125

Jenis-jenis SPP sebagaimana dimaksud pada pasal 124 adalah :

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP), divergnnakan untuk mengisi uang

persediaan (UP) tiap-tiap gKPD Pengajuan gpp-UP hanya dilakukan
sekali dalam setahun;

b, SPP Ganti Uang (SPP-GU), dipergnnaken untuk mengganti UP yang
sudah terpakai;

¢. SPP Tambahan Uang (SPP-T U), dipergnn akan hanya untuk memintakan
tambahan uang, apabila ada pengeluaran yang sedemikian rTupa
sehinggga saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya;

d. SPP Langsung (SPP-LS): dipergunalkan untuk pembayaran Jangsung
dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS daepat dikelompokkan
menjadi:

1 SPP-LS Gaji dan Tunjangan;

9. SPP-LS Barang dan Jasa Pembayaran Kepada Pihak ke-3;

3 SPP-LS Belanja Pengeluaran SKPKD; dan

4. SPP-LS Barang dan Jasa Non Pihak ke-3 dilalkukan oleh hendahara
pengeluaran untuk belanja. SPFL, Lembur, Honor, dan Gaji Non PNS.

e SPP UP/GU/ TU/LS disiapkan dalam satu berkas pengajuan SPP yang
terdiri dari:

1. Surat Pengantar SET:

2. Ringkasan SPF,

3. Rincian SPP;

4. Salinan SPD/SK Uang persediaan;dan
5. Dokumen lain yang diperlukan.

Paragraf !
Pengajuan SFF UP

Psaal 126

(1) Penyiapan dan pengajuan qpp-UP  dilakukan oleh bendahara
pengeluaran. Ber lasarkan besaran ailai uang persediaan yang diajukan
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ditetapkan dalam Keputusan Gubernur te ntang Penetapan Besaran Uang
Persediaan bagi SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam
setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.

(2) Untuk mengajukan SPP-UP, berkas pengajuan SPP-UP harus dilampiri

dengan konsep surat pernyataan tanggung jawab PA yang menyatakan
bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran selain uang persediaan.

(3) Bendahara pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang

dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk
kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 127

Mekanisme dan prosedur pengajuan SPP-UP oleh SKPD ditetapkan sebagai
berikut:

a.

Berdasarkan SPD dan/atau yang disamakan yang diterima dari PA dan
memperhatikan anggaran dalam DPA-SKPD, bendahara pengeluaran
menyiapkan SPP-UP beserta lampirannya {Form BK-02, BK-03, BK-04,
dan BK-05) dalam satu berkas pengajuan dan memperhatikan tanggal
dan nomor SPP sesuai urutan;

Berkas SPP-UP kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD melalui petugas
penerima SPP;

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-
UP dan mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP (Form BK-
24);

Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk
melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-UP sesuai dengan
check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda
terima SPP-UP berkenaan dan mencatatnya dalam register 3PP (Form PK-
01);

Berkas pengajuan SPP-UP yang telah lengkap beserta check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas
penerima SPP kepada PPK-SKPD;

PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP-UP meliputi:

1. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;dan

2. Memeriksa jumlah rupiah SPE-UP sesuai dengar: jumlah yang telah
ditetapkan dalam peraturan Gubernur;

Dalam hal dokumen SPP tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD

menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM-UP (Form PK-04)

selambat-lambatnya 1 hari sejak herkas SPP-UP diterima dan

mengembalikan berkas SPP-UP repada bendahara pengeluaran untuk

diperbaiki;

Dalam hal dokumen SPP-UP telah lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD

nienyiapkan SPM-UP (Form FK-02) selambat-lambainya 2 hari sejak
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berkas SPP-UP dinyatakan lengkap dan sah, disertai dengan surat
pernyataan tanggung jawab PA (Form BK-05) untuk mendapatkan
otorisasi PA;

j. Berkas SPP-UP dibuat 4 rangkap dengan distribusi sebagai berikut:
1. SPP-UP lembar 1 (Asli) dan lembar 2 untuk Kuasa BUD;

2. SPP-UP lembar 2 untuk Kuasa BUD ¢ g. Bidang Perbendaharaan pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

3. SPP-UP lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

4. SPP-UP lembar 4 untuk arsip Bendalara Pengeluaran.

k. Berdasarkan SPP-UP lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat
penerbitan SPP-UP dalam register SPP (Forra BK-25);

Paragraf 2
Mekanisme dan Prosedur Perigajuan SPF-GU

Fasal 123

Persiapan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran. Besarnya penggantian uang persediaan (pangisian kembali UP)
yang dapat diajukan adalah setelal: dana UP tersisa 20% sesuai dengan
penyediaan dana (SPD).

Pasal 129

Untuk mengajukan SPF-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128,

berkas pengajuan SPP-GU harus dilampiri dengan:

a. Surat pernyataan tanggungjawab PA yang menyatakan bahwa uang yang
diminta tidak dipergunakan untuk membayai pengetuaran-pengeluaran
selain ganti uang persediaan (Form BK-09);

b. Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ- Administratif)

atas penggunaan dana UP/GU sebelumnya beserta lampiran dan bukti-

bukti pendukungnya (Form BK-3€);dan

Rincian Pengeluaran per Rincian Ubyek Relanja (Form BK-37).

o

Pasal 130

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-GU dilakukan sebagai berikut :

a. Bendahara pengeluaran memastikan bahwa jumlalh SPP-GU yang akan
diajukan didukung dengan ketersediaan dana daiam SPD dan DPA-
SKPD. Jika ternyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih dahulu
harus mengajukan permohonan SPD (Form BK-01) kepada Kuasa BUD
melalui PA;

b. Berdasarkan SPD lembar kesatu yang diterima dari PA dan SPJ serta
salinan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-GU beserta
lampirannya (Form BX-06, BK-07, BK-08, BK-09, BK-36, dan BK-37)
dalam satu berkas pengajuaii;



-64-

. Berkas SPP-GU kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD melalui petugas

penerima SPP;

. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-

GU dan mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP (Form BK-
24); '

. Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk

melengkapi kekurangan dalam berkas penigajuan SPP-GU sesuai dengan
check list kelengkapan berkas pengajuan SP¢;

Petugas penerima SPP kemudian memperi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengzjuan SPP, merabuat/ menandatangani tanda

terima SPP-GU berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP (Form
PK-01);

. Berkas pengajuan SPP-GU yang telah lengkap beserta check list

kelengkapan berkas peagajuan SPF selanjutnya diserahkan oleh petugas
penerima SPP kepada PPK-SKPD;

. PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP -GU

meliputi:

1. Memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP-GU beserta
lampiran dan bukti-bukti pendukung sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

2. Memeriksa ketersediaan pag. -anggaran dalam DPA-SKPD untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran,

Dalam hal dokumen SPP-GU tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD

menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM-GU (Form PK-04)

selambat-lambatnya 1 hari sejak berkas SPP-GU diterima dan
mengembalikan berkas SPP-GU kepada bendahara pengeluaran untuk
diperbaiki;

Dalam hal berkas pengajuan SPP-GU relah lengkap dan sah, PPK-SKPD

menyiapkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran (lihat dalam prosedur pertanggungiawaban bendahara

pengeluaran) dan Konsep SPM-GU (Forrm PK-02)untuk diotorisasi PA;

. PA melakukan evaluasi atas konsep Surat Pengesahan

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (Form BK-36 dan BK-37)
dan konsep SPM-GU (Form PK-02) yang diterima dari PPK-SKPD. Apabila
ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan dalam
lembar konsep. PA kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep
Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan
konsep SPM-GU untuk diterbitkan SPM-GJ;

Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan
SPP-GU dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi :

1. Lembar 1 untuk PA atau PPK-SKPD;

2. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;



3. Lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung;

4. Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran,; _

m. Berdasarkan SPP-GU lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat
penerbitan SPP-GUJ dalam register SPP (Form BK-25);

n. Penyiapan SPM-GU selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-GU
dinyatakan lengkap dan sah;

Paragraf 3
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-TU

Pasal 13

Pengajuan SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu setelah menerima pemberitahuan tentang keperluan
dana untuk pelaksanaan kegiatan yang mendesak harus dilaksanakan dari
PPTK, sementara dana UP tidak cukup untuk membiayai kegiatan
berkenaan.

Pasal 132

Untuk mengajukan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, berkas

pengajuan SPP-TU harus dilampiri dengan:

a. Konsep surat pernyataan tanggung jawab PA (Form BK-13) yang
menyatakan bahwa:

1. Dana Tambahan Uang tersebut akan digunakan untuk keperluan
mendesak yang akan habis digunakan dalam 1 (satu) bulan;

2. Apabila terdapat sisa dana TU, harus disetorkan ke rekening Kas
Daerah;

3. Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan
secara langsung.

b. Surat keterangan yang memuat rincian rencana penggunaan dana
tambahan uang dari PA/KPA (Form BK-14};

c. Rekening Koran yang menunjukkan salde terakhir pada SKFPD (jika
diperlukan);

d. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu atas penggunaan dana
TU sebelumnya (Form BK-36 dan BK-37);

e. Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU secara rinci setiap
program, kegiatan da. rincian objek.

f Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari
PPKD, dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu

nenggunann
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Pasal 133

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 162 adalah sebagai berikut:

a.

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu memastikan
bahwa jumlah SPP-TU yang akan diajukan didukung dengan
ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-SKPD. Jika ternyata tidak
tersedia dana dalam SPD, terlebih dahulu harus mengajukan
permohonan SPD (Form BK-01) kepada Kuasa BUD melalui PA;

Berdasarkan SPD lembar kesatu yang diterima dari PA dan salinan DPA-
SKPD, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
menyiapkan SPP-TU beserta lampirannya (Form BK-1C, BK-11, BK-12,
BK-13, BK-14, dan BK-36) dalam satu berkas pengajuan;

Berkas SPP-TU kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
melalui petugas penerima SPP;

. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-

TU dan mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP (Form BK-
24);

Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantu untuk melengkapi kekurangan dalam
berkas pengajuan SPP-TU sesuai dengan check list kelengkapan berkas
pengajuan SPP;

Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda
terima SPP-TU berkenaan d:n mencatatnya dalam register SPP (Form PK-
01);

Berkas pengajuan SPP-TU yang telah lengkap beserta check list

kelengkapan berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas
penerima SPP kepada PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD;

. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan

SPP meliputi:

1. Memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP-TU beserta
lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk
memperoleh keyakinan bahwa jumlah SPP yang diajukan tidak
melampaui batas pagu anggaran;

Dalam hal dokumen SPP-TU tidak lengkap dan/atau sah, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan
SPM-TU (Form PK-04) selambat-larnbatnya 1 hari sejak berkas SPP-TU
diterima dan mengembalikan berkas SPP-TU kepada bendahara
pengeluaran untuk diperbaiki;

Dalam hal berkas pengajuan SPP-TU telah lengkap dan sah, PPK-SKPD
menyiapkan Konsep SPM-TU (Form PK-02) untuk diotorisasi Pengguna
Anggaran;

Pengguna Anggaran melakukan evaluasi atas konsep SPM-TU yang
diterima dari PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD. Apabila ditemukan adanya
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kesalahan, koreksi yang diperlukan Jdituangkan dalam lembar konsep.

Pengguna Anggaran kemudian menandatangani dan menyerahkan

konsep SPM-TU untuk diterbitkan SPM-TU;

SPP-TU dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi:

1. Lembar 1 (Asli) dan Lembar 2 untuk Kuasa BUD;

2. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

3. Lembar 3 untuk Kuasa BUD c¢.q. Bidang akuntansi pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

4. Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran;

. Berdasarkan SPP-TU lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat

penerbitan SPP-TU dalam register SPP (Form BK-25);

. Penyiapan SPM-TU selambat-lambatnva 2 hari sejak berkas SPP-TU

dinyatakan lengkap dan sah;

Dalam hal telah dipertanggungjawabkannya Tambahan Uang (TU)

selambat-lambatnya satu bulan dari diterimanya, maka untuk

menetralkan uang pe ‘sediaan (UP) bendahara pengeluaran/bendahara

pengeluaran pembantu mengajukan SPP, SPM-TU Nihil yang harus

dilampiri dengan:

1. Pengantar;

2. Rekapitulasi belanja,

3. Bukti-bukti pengeluaran yang sah;

4. Pengesahaan pertanggungjawabari;

5. Rekomendasi persetujuan SrJ dari kuasa BUD Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Bidang Akuntansi.

Paragraf 4
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

' Pasal 134

Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji/tunjangan dilakukan oleh
bendahara pengeluaran.

Pasatl 135

Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji/tunjaagan sebagaimana
dimaksud pada pasal 134 melampirkan dokumen:

a.

b.

Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/
Tewas;

SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan Gaji
Berkala;

. Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki

Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
Daftar Keluarga (KP4), Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy Akte Kelahiran,
SKPP;

. Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas;
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f. Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian;
dan

g. SSP PPh Pasal 21.
Pasal 136

Kelengkapan tersebut ciatas sesuai peruntukannya. Jika SKPD belum
menggunakan  software  aplikasi gaji, daftar gaji induk/gaji
susulan/kekurangan gaji disiapkan oleh Kuasa BUD c.q. Bidang
Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi Larapung.

Pasal 137

Secara rinci prosedur pengajuan SPF-LS Gaji dan Tunjangan adalah sebagai
berikut: ’

a. Bendahara Pengeluaran memastikan bahwa jumlah SPP-LS Gaji dan
Tunjangan yang akan diajukan didukung dengan keiercediaan dana
dalam SPD dan DPA-SKPD. Jika ternyata tidak tersedia dana dalam SPD,
terlebih dahulu harus mengajukan permohonan SPD (Form BK-01)
kepada Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran,;

b. Berdasarkan Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang
Duka Wafat/Tewas yang diterima dari Kuasa BUD c.q. Bidang
Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi Lampung, dan memperhatikan
ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-SKFPD, bendahara pengeluaran
menyiapkan SPP-LS Gaji dan Tunjangan (Form BK-15, BK-16, dan BK-
17) beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan;

c. Berkas SPP-LS Gaji dan Tunjangan kemudian diserahkan kepada PPK-
SKPD melalui petugas penerima SPP;

d. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-LS
Gaji dan Tunjangan dan mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan
SPP (Form BK-24);

e. Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk
melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan
Tunjangan sesuai dengan check iist kelengkapan berkas pengajuan SPP;

f. Petugas penerima SPP kemudian rmember: tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/ menandatangani tanda
terima SPP-LS Gaji dan Tunjangan berkenaan dan mencatatnya dalam
register SPP (Form PK-01);

g. Berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan yang telah lengkap beserta
check list kelengkapan berkas pengajuan SPP sclanjutnya diserahkan
oleh petugas penerima SPP kepada PPK-SKPD;

h. PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP meliputi:

1. Memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsainan SPP- LS Gaji dan
Tunjangan beserta lampiran sesuai dengan ketentuan vang berlaku,;

2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalarn DPA-SKPD untuk
memperoleh keyakinan bahwa jumiah SPP yang diajukan tidak
melampaui batas pagu anggaran;
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Dalam hal dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan tidak lengkap dan/atau
sah, PPK-SKPD menyiapkan kons$ep surat penolakan penerbitan SPM-
LS Gaji dan Tunjangan (Form PK-04) selarnbat-lambatnya 1 hari sejak
berkas SPP diterima dan mengembalikan berkas SPP kepada bendahara
pengeluaran untuk diperbaiki;

Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS Gsaji dan Tunjangan telah lengkap
dan sah, PPK-SKPD menyiapkan Konsep SPM- LS Gaji dan Tunjangan
(Form PK-02) untuk diotorisasi Penggiuna Anggaran;

Pengguna Anggaran melakukan evaluasi atas konsep SPM-LS Gaji dan

Tunjangan yang diterima dari PPK-SKPD. Apabila ditemukan adanya

kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep.

Pengguna Anggaran kemudian menandatangani dan menyerahkan

konsep SPM-LS Gaji dan Tunjangan untuk diterbitkan SPM- LS Gaji dan

Tunjangan;

SPP-LS Gaji dan Tunjangan dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi:

1. Lembar 1 untuk Pengguna Anggaran atau PFK-SKPD;

2. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

3. Lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung;

4. Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengcluaran;

Berdasarkan SPP-LS lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat

penerbitan SPP-LS dalam register SPP (Form BK-25);

Penyiapan SPM-LS Gaji dan Tunjangan selambat-lambatnya 2 hari sejak

berkas SPP-LS Gaji dan Tunjangan dinyatakan lengkap dan sah;

Paragraf 5
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP LS
Barang dan Jasa untuk Pembayaran kepada Pihak Ketiga

Paszl 138

Penyiapan dokumen penduki.ng SPP-LS untuk pembayaran pengadaan
barang/jasa kepada pihak ketiga dilakukan oleh PPTK-SKPD/PPTK unit
SKPD yang menangani kegiatan pengadaan barang/jasa bersangkutan
untuk disampaikan kcpada bendahara pengeluaran dalam rangka
pengajuan permintaan pembayaran.

Paszal 139

Berkas pengajuan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa
kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 harus
dilampiri dengan syarat-syarat berupa dckumen pengadaan barang dan jasa
antara lain:

a.
b.
c.

Salinan Surat Penyediaan Dana;
Faktur pajak ditandatangani Wajib Pajak;
SSP yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran SKPD;
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d. Kontrak/SPK antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pihak

ketiga yang mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;

Berita Acara Serah Terima/Pekerjaan/Barang/Jasa;

Berita Acara Pembayaran;

Berita Acara Prestasi Kerja;

Berita acara jaminan uang muka dan pemeliharaan;

Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani oleh pihak ketiga,

Bendahara, PPTK/atau penerima barang diketahui PA/KPA;

Surat jaminan bank;

k. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak
ketiga/rekanan serta unsur panitia pereriksa barang berikut lampiran
daftar barang yang diperiksa;

l. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang
dilaksanakan diluar wilayah kerja;

m. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari
PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlainbatan;

n. Foto/ buku/ dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan/
hasil jasa;

o. Potongan BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan);dan

p. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya
menggunakan biaya personil (billing rute), berita acara prestasi kemajuan
pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai
pertahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat
penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam
surat penawaran.

i R

(S
)

Pasal 1340

Dalam hal kelengkapan dokumen sebagairuana dimaksud dalain Pasal 139
yang diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan
dokumen SPP-LS kepada PPTK untuk dilengkapi.

Pasal 141

(1) Berdasarkan tagihan dari pihak ketiga, FPTK menyiapkan syarat-syarat
pembayaran berupa dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa
seperti tersebut diatas untuk disarapaikan kepada bendahara
pengeluaran;

(2) Dokumen pengadaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang dan
Jasa, Berita Acara Pembayaran, serta Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan/barang/jasa di buat sekurang-kurangnya rangkap lima dan
disampaikan kepada:

a. Asli dan satu tembusan untuk lampiran SPP;

b. Masing-masing satu tembusan untuk penggunra anggaran/kuasa
pengguna anggaran dan pihak ketiga/rekanan;

c. Satu tembusan untuk PPTK;

(3) Berdasarkan SPD dan salinan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran
menyiapkan SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk pembayaran
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kepada pihak ketiga (Form BK-18, BK-19, dan BK-20) beserta
lampirannya dalam satu berkas pengajuan;

(4) Berkas SPP-LS beserta lampirannya kernudian diserahkan kepada PPK-
SKPD/PPK unit SKPD melalui petugas penerima SPP;

(5) Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-LS
dan mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP (Form BK-24);

(6) Petugas penerima SPP dapat meminia bendahara pengeluaran/PPTK
untuk melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuaan SPP-LS sesuai
dengan check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

(7) Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/ menandatangani tanda
terima SPP-LS berkenaan dan mencatatrya dalam register SPP (Form PK-
01);

(8) Berkas pengajuan SPP-LS yang telah lengkap beserta check list
kelengkapan berkas pengajuan SFP selaniutnya diserahkan oleh petugas
penerima SPP kepada PPK-SKPD/PPK unit 3KPD;

(9) PPK-SKPD/PPK unit SKPD melakiukan pengujian atas berkas pengajuan
SPP meliputi:

a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP-LS pengadaan
barang dan jasa untuk pembayaran Pihak ketiga sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; '

b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran;

c. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama

orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);

2. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan
dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesiiikasi teknis yang
tercantum dalam kontrak );

3. Jadwal waktu pembayaran apakah sesuai dengan bunyi kontrak;

(10) Dalam hal dokumen SPP- LS tidak lengkap dan/atau sah, PPK-
SKPD/PPK unit SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan
SPM (Form PK-04) selambat-larnbatnya 1 hari sejak berkas SPP-LS
diterima dan mengembalikan berkas SPP- LS kepada bendahara
pengeluaran untuk diperbaiki;

(11) Dalam hal berkas pengajuan SPF-LS telah lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK unit SKPD menyiapkan konsep SPM-LS (Form PK-02) untuk
diotorisasi Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran,

(12) Kepala SKPD melakukan evaluasi atas konsep SPM- LS yang diterima
dari PPK-SKPD/PPK unit SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan,
koreksi yang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep. Kepala
SKPD kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep SPM- LS
untuk diterbitkan SPM- LS;



72-

(13) SPP-LS barang dan jasa untuk pembayaran kepada pihak ke-3 dibuat

dalam rangkap 4 dengan distribusi:

a. Lembar 1 untuk Pengguna Anggararn/Kuasa Pengguna Anggaran
atau PPK-SKPD/1°PK unit SKFD;

b. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Sidang Perbendaharaan pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

c. Lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

d. Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran/ Bendzhara
Pengeluaran Pembantu;

(14) Berdasarkan SPP-LS lembar 4, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat penerbitan SPP-LS dalam register SPF
(Form BK-25);

(15) Penyiapan SPM-LS selambat-lamnbatnya 2 hari sejak berkas SPP-LS
dinyatakan lengkap dan sah,

Paragrat 6
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP Belanja Pengeluaran SKPKD

Pasal 142

(1) Belanja pengeluaran SKPKD adalah pengeluaran kas level Pemerintah
Daerah yang dilaksanakan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD) yang dikelola secara tersendiri oleh bendahara
pengeluaran khusus.

(2) Belanja pengeluaran SKPKD terdiri dari belanja bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak
terduga serta pengeluaran pembiayaan.

(3) Kebijakan pembayaran untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak terduga serta
pengeluaran pembiayaan, menggunakan mekanisme LS (Form BK-21,
BK-22, dan BK-23) kecuali untuk belanja bantuan sosial dengan nilai
pembayarannya sampai dengan Rp 5.000.000,- dapat menggunakan
mekanisme UP/GU/TU.

Pasal 143

Prosedur pengajuan SPP belanja pengeluaran SXFKD sebagaimana
dimaksud pasal 172 ayat (1) diperlakukan sama seperti prosedur pengajuan
SPP UP/GU/TU atau SPP LS. Sedangkan bukti-bukti pendukung yang harus
dilampirkan adalah:

a. Bukti Kas Pengelvaran (BKF)/Bukti kwitansi yang ditandatangani
penerima diatas materai,

b. Naskah perjanjian pinjaman /perhitungan bunga dan jadwal pembayaran
bunga hutang;

c. Hasil audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

d. Naskah perjanjian Hib.ih;

e. Surat permohonan/proposal yang telah mendapatkan persetujuan
Gubernur;
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f. Keputusan Gubernur untuk penggunaan dana belanja tak terduga;

g Laporan pelaksanaan kegiatan/laporan penggunaan dana yang dibuat
oleh penerima dana; dan
h. Dokumen lain yang diperlukan.

Bagian Kelima
Penerbitan Surat Periritah Membayar (SPM)

Pasal 144

(1) SPM (Form PK-02) disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK unit SKPD diparaf dan
ditandatangani oleh Kepala SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
diserahkan kepada Kuasa BUD.

(2} Jenis-jenis SPM yang disiapkan PPK-SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran
tergantung dari jenis SPP yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu atau Bendahara
Bantuan pada SKPKD.

(3) Jenis-jenis SPM sebagaimana dirnaksud pada ayat {2) dapat berupa:

a. SPM-UP;

SPM-GU;

SPM-TU;

SPM-LS gaji/tunjangan;

SPM-LS pengadaan barang konstruksi/konsultansi/jasa lainnya;

SPM-LS Belanja Pengeluaran SKPKD:

SPM- UP/TU NIHIL.

@™o o g

Bagian Keenam
Syarat-Syarat Kelengkapan Penerbitann SPM

Pasal 145

Pengajuan berkas SPM oleh PA/Kuasa PA ditujukan kepada kuasa BUD
sebagai dasar penerbitan SP2D.

Pasal 146

Kelengkapan dokumen 3PM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat
pernyataan tanggurng jawab pengguna anggaran (Form BK-03). Besaran
uang persediaan yang diminta sesuai dengan Keputusan Gubernur
Lampung tentang Besaran Uang Persediaan masing-masing SKPD pada
Tahun Anggaran 2019.

Pasal 147

Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D adalah:

a. Surat Perintah Membayar pernbebanan kode rekening program kegiatan
(Form PK-02);

b. Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran (Form BK-09);

c. Suratringkasan pengeluaran program kegiatan per rincian obyek belanja
(form BK-37); dan
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d. Bukti-bukti pengeluaran yang syah dan lengkap atas belanja
sebelumnya.

. Pasal 148

Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah:

a. Surat Perintah Membayar pembebanan kode rekening program kegiatan
(Form PK-02);

b. Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran(form BK-13);

c. Surat Keterangan Pengajuan SPM-TU yang berisi teniang rincian rencana
penggunaan tambah uang (form BK-14).

Pasal 149

Kelengkapan Dokumen SPM-LS gaji/tunjangan untuk penerbitan SP2D

adalah:

a. Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji/lembur dan honor yang
ditandatangani oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan
bendahara pengeluaran;

b. Surat-surat keputusan kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada
daftar gaji.

Pasal 150

SPM-LS untuk pe=mbayaran pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/konsultansi/,asa lainnya kepada pihak Ke-3 untuk penerbitan
SP2D adalah:

a. Lampiran untuk pengajuan SPM LS pengadaan barang/jasa untuk
pengajuan penerbitan SP2D:
1. SPD;

Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA;

Berita Acara Pemeriksaan Barang;

Berita Acara Serah Terima Barafig;

Berita Acara Pembayaran; dan

SSP dan faktur pajak.

b. Lampiran SPM LS pekerjaan kornstruksi untuk pengajuan penerbitan
SP2D:
1. Untuk Uang Muka:
a. SPD;
b. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh FA/KPA
c. Berita Acara Pembayaran; dan
d. Fotocopy Jaminan Uang Muka yang dilegalisir.
2. Untuk Pembayaran secava Letter of Credit/Termin berdasarkan
Monthly Certificate (MC)/Sertifikat Bulanan/Invoice (laporan):
a. MC;
b. Laporan Prestasi Pekerjaan/Kemajuan Pekerjaan;
c. Berita Acara Pembayaran; dan
d. SSP dan Faktur.
3. Untuk Pembayaran Retensi:
a. Sertifikat retensi;

oOakhwbd
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b. Berita Acara Pembayaran; dan
c. SSP dan Faktur.
4. Untuk Pembayaran 100% Pekerjaan.:
SPD;
Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA;
Berita Acara Pemeriksaan;
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
Berita Acara Pembayaran; dan
f. SSP dan faktur.
Lampiran SPM LS jasa konsultansi untuk SP2D:
1. SPD;
Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA,
Berita Acara Pemeiiksaan,;
Berita Acara Serah Terima Pekcrjaan;
Berita Acara Pembayaran; dan
SSP dan faktur.

©po o
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Pasal 151

SPP dan SPM Pengesahan BLUD SK™D/Unit Kerja BLUD

a.

b.

Pengelola Keuangan BLUD dan/atau unit kerja BLUD melakukan
penatausahaan realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD;
Realisasi pendapatan dan belanja BLUD setiap bulan dilupo-kan kepada
pimpinan BLUD atau unit kerja BLUD;

. Pejabat pengelola keuangan BLUD atau unit kerja BLUD menerbitkan

SPP dan SPM pengesahan terhadap realisasi pendapatan dan belanja
BLUD setiap bulan;

. Pengelola keuangan BLUD juga menyampaikarn SPP dan SPM pengesahan

pendapatan yang belum dianggarkan dalam RBA dalam hal over target
pada tahun berjalan pengesahannya pada tahun berjalan;

SPP Pengesahan dan SPM Pengesahan BLUD atzu unit kerja BLUD
disampaikan kepada PPK SKPD unrtuk diverifikasi;

PPK SKPD menyampaikan hasil verifikasi SPP Pengesahan dan SPM
Pengesahan kepada Pengguna Anggaran SKPD;

Berdasarkan SPP dan 2PM pengesahkan, PPK SKFD melakukan
konsolidasi dan konversi dari realisasi pendapatan dan belanja
berdasarkan RBA ke realisasi pendapatan dan belanja berdasarakan DPA
SKPD;

SPP dan SPM pengesahan hasil konsclidasi dan konversi disampaikan
kepada Pengguna Anggaran SKPD;

Pengguna Anggaran SKPD menyampaikan SPM Pengesahan, SPP
pengesahan, SPM Pengesahan, dokumen hasil konsoiidasi dan konversi
kepada PPKD/BUD untuk disahkan sebagai pendapatan dan belanja
daerah dengan diterbitkan SP2D Pengesahan;

Surat usulan penerbitan SP2D dibuat dalam rangkap enam masing-
masing untuk:

1. Lembar kesatu Bidang Perbendaharaan,;

2. Lembar kedua Bidang Anggaran,

3. Lembar ketiga Bidang Akuntansi;
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4. Lembar keempat Ii.spektorat;
5. Lembar kelima Bapenda; dan
6. Lembar keenam BLUD;

Pzsal 152

SPM UP/TU NIHIL

1. Surat Pengantar mencantumkan nilai SP2D Uang Persediaan (UP} dan
Tambah Uang (TU) SP2D dilampirkzan;

2. Pengesahan atas pertanggungjawaban helanja UP/TU;

3. Rekomendasi persetujuan pertanggungjawaban dari kuasa BUD Bidang

Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Lampung; _

Tanda bukti setor sisa UP/TU ;

. Wajib menyampaikan SPM UP NIHIL 2 hari sebelum Tahun Anggaran

berakhir;

6. Tanda bukti pengeluaran yang sak;

Surat pernyataan tanggung jawab belanja;

8. Pengesahan SP2D BLUD NIHIL atas realisasi pendepatan dan belanja
BLUD.

9. Apabila diakhir tahun masih terdapat pendapatan dan belanja BLUD
yang belum dapat disahkan, maka dapat dilakukan pengesahan pada
awal tahun berikutnya.

Sl

N

Bagian Ketujuh
Prosedur Penerbitan SFM

Pasal 153

(1) Apabila PA/KPA menyatakan dokumen SPP lengkap dan/atau sah maka
PPK-SKPD/PPK unit SKPD menyiapkan rancangat SPM (Forin PK-02)
dan PA/KPA menandatangani rancangan SPM yang diajukan PPK-
SKPD/PPK unit SKPD setelah dilakukan evaluasi dan koreksi seperlunya;

(2)PA/KPA menyampaikan rancangan SPM yang telah ditandatangani
kepada PPK-SKPD untuk diterbitkan SPM. PPK-SKPD/PPK unit SKPD
kemudian membuat SPM rangkap 4 (empat) dan menyampaikannya
kepada PA/KPA untuk diotorisasi;

(3)SPM yang telah diotorisasi oleh PA/KPA didistribusikan:

a. Lembar kesatu dan kedua disampaiken kepada Kuasa BUD c.q.
Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah untuk dilakukan pengujian, masing-masing SPM dilampiri
dengan berkas pengajuan SPP;

b. Lembar ketiga sebagai arsip PPK-SKPD/PPK unit SKPD;

c. Lembar keempat sehagai arsip Bendahara Pengeluaran;

d. Atau apabila PA/{PA menyatakan dokumen SPP tidak lengkap
dan/atau sah, serta menyetujui alasan penolakan penerbitan SPM,
PPK-SKPD/PPK unit SKPD menyiapkan rancangan surat penolakan
penerbitan SPM (Form PK-04) dan menyerahkannya kepada FA/KPA
untuk diotorisasi;
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e. PA/KPA menandatangani rancangan surat penolakan penerbitan SPM
dan menyerahkannya kepada PPK-SKPD/PPK unit SKPD.PPK-SKPD
menyiapkan surat penolakan penerbitan SPM rangkap 2 (dua) dan
menyerahkannya kepada PA/KPA untuk diotorisasi;

f. Surat penolakan penerbitan SPM yang telah diotorisasi oleh PA/KPA
didistribusikan :

1. Lembar kesatu beserta berkas SrF diserahkan kepada Bendahara
Pengeluaran; dan
2. Lembar kedua sebagai pertinggal pada PPK-SKPD/PPK unit SKPD;

g. Berdasarkan SPM lembar ketiga, PPK-SPKD/PPK sub unit SKPD

mencatat dalam register SPM (Ferm PK-03). Atau berdasarkan surat
penolakan penerbitan SPM lembar kedua, FPK-SKPD/PPK unit SKPD
mencatat dalam register penolakan penerbitan SPM (Form PK-05).

Bagian Kedelapan
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pasal 154

Dalam sistem penatausahaan pengeluaran daerah, syarat yang diperlukan
untuk mencairkan dana adalah dokutnen SP2D (Form PB-05). SP2D dibuat
untuk memenuhi permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 155

Jenis-jenis SP2D sebagaimana dimaksud pada pasal 184 dikategorikan
sesuai dengan SPM yang mendasari penerbitan SP2D, yaitu:

o po gy
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SP2D-UP;

SP2D-GU;

SP2D-TU;

SP2D-LS gaji/tunjangan;

SP2D-LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa kepada pihak
ketiga;

SP2D-LS belanja pengeluaran SKPKD: dan

SP2D-UP/TU NIHIL.

Pasal 156

(1) Kepala SKPD dan BLUD SKPD menyampaikan SPM dan SPM Pengesahan

BLUD kepada Kuasa BUD pada BPFKAD Setda Provinsi Lampung dengan
kelengkapan persyaratan yang tclah ditentukan sesuai jenis SPM yang
diajukan. Berkas SPM dan SPM Pengesahan yang diajukan sebanyak 2
berkas, masing-masing dilampiri cdengan berkas SPP dan SPP
Pengesahan BLUD beserta dengan lampiran dan bukti penaukung (lihat
prosedur pengajuan SPP dan penerbitan SPM) untuk diagendakan;

(2) Kuasa BUD cq Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Lampung meneliti kelengkapan dokumen pengajuan
SPM dan SPM Pengesahan BLUD (Form PB-02) untuk diterbitkan SP2D
dan SP2D Pengesahan BLUD (Form FB-06). Pengujian SPM mencakup
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pengujian yang bersifat substantif dan formal sebagai berikut:
a. Pengujian Substantif dilakukan untuk:
1. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
SPM;
2. menguji ketersediaan dana pada rekening sampai dengan rincian
obyek dalam DPA SKPD yang ditunjuk dalam SPM tersebut;
b. Pengujian Formal dilakukan untuk:

1. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka
dan huruf;

2. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh
terdapat cacat dalam penulisau;

3. memeriksa dokumen dan bukti-buki pendukung sebagai dasar
penagihan (UP,GU,TU); dan

4. memeriksa dokumen ringkasau kornirak.

Apabila kuasa BUD c.q. Bidang Ferbendaharaan pada BPKAD Provinsi

Lampung menyatakan dokumen SPM lengkap dan/atau sah (Form PB-

01) maka berkas pengajuan SPM setuju Diterbitkan SP2D dan apabila

kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Provinsi Lampung menyatakan dokumen SPM tidak
lengkap dan/atau ticak sah maka berkas pengajuan SPM ditolak
penerbitan SP2D;

Berkas pengajuan SPM dan SPM Pengesahan BLUD serta

kelengkapannya yang setuju diterbitkan SPF2D diproses untuk diterbitkan

SP2D dan ditandatangani selambat-lambatnya 2 hari kerja sejak diterima

SPM, SP2D dan SP2D Pengesahan BLUD dibuat rangkap 4 (empat)

dibubuhi stempel dan disampaikan:

a. Lembar kesatu kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada
BPKAD Provinsi Lampung;

b. Lembar kedua kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dengan dilampiri SPM yang telah diterbitkan SP2D;

c. Lembar keempat kepada Kuasa BUD c.q. Bidang skuatansi pada
BPKAD Provinsi Lampung;

Berkas pengajuan SPM dan SPM Pengesahan BLUD yang ditolak

penerbitan SP2D oleh kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada

BPKAD harus diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2D (Form PB-

03) dan ditandatangani surat tersebut selambat-lambatnya 1 hari kerja

sejak diterima SPM serta dilakukan pencatatan ke dalam register surat

penolakan penerbitan SP2D (Form PB-04). Surat Penolakan Penerbitan

SP2D dibuat rangkap 2 (dua} dan disam:paikan:

a. Lembar kesatu kepada Kepala SKPD penerbit SPM disertai berkas
pengajuan SPM yang ditolak penerbitan SP2D;

b. Lembar kedua sebagai arsip di kuasa BUD c.q. Bidang
Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung;

Kuasa BUD c.q Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi Lampung
melakukan maker (admin), approval (Kuasa BUD) dalam pemindah
bukuan dari RKUD;

Berdasarkan SP2D dan SP2D Fengesahan BLUD
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a. PPTK melakukan pencatatan realisasi belanja dalam kartu kendali
kegiatan (Form PT-02);

b. Bendahara pengeluaran melakukan pencataten di buku yang
dikelola serta pengarsipan;

(8) Berdasarkan SP2D lembar keempat, Knasa BUD c.q. Bidang Akuntansi
pada BPKAD melakukan pencatatan ke dalam Kartu Pengawasan
Penyediaan Dana dan Realiasi Anggaran (Form Akt-O1} serta Kartu
Pengawasan Realiasi Belanja per Koce Rekening (Form Akt-02);

(9) Berdasarkan SP2D dan SP2D Pengesahan BLUD lembar ketiga, Kuasa
BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Lampung melaknikan pencatatan ke dalam
Register SP2D (Form PB-07);

(10) Berdasarkan SPP dan SPM Pengesahan BLUD, BUD dan atau kuasa
BUD menerbitkan SP2D Pengesahan (Form PB-07);

(11) SP2D Pengesahan BLUD merupakan pengakuan terhadap penerimaan
pendapatan dan penggunaan belznja yang dilakukan pada BLUD;

(12) SP2D Pengesahan BLUd dan lampirannya menjadi dasar dalam
penyusunan laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah;

(13) Lampiran SP2D pengesahan terdiri dari:

a) Realisasi pendapatan BLUD berdasarkan Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA) BLUD dan berdasarkan DPA BLUD;

b) Realisasi belanja BLUD berdasarkan RBA BLUD dan berdasarkan
DPA BLUD.

Bagian Keserubilan
Penatarisahaan Uang Persediaan

Pasal 157

Penatausahaan uang persediaan yang dikelcla cleh bendahara pengeluaran
meliputi pengelolaan uang kas/bank, penatausahaan bukti-bukti
pengeluaran dan pencatatan ke dalarm buku-buku penatusahaan bendahara
pengeluaran.

Pasal 158

Penatausahaan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada pasal 157
berupa :

Buku Kas Umum Pengeluaran (Form BK-26);

Buku Pembantu Bank (Form BK-27);

Buku Pembantu Kas (Form BK-28j;

Buku Pembantu Panjar (Form BK-29);

Buku Pembantu Pajak (Form BK-30); dan

Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyck Belanja (¥orm BK-31).

me a0 o

Pasai 159

Penatausahaan yang terkait dengan pengelolaan uvang persediaan oleh
bendahara pengeluaran dapat diuraikan sebagai berikut:
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. Berdasarkan SP2D atas pengajuan SPM UP/GU /TU yang diterima, bank
mentransfer uang ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara

pengeluaran pembantu dengan meverbitkan nota debet atas pengeluaran
uang dari rekening kas daerah.

. Bendahara pengeluaran/bendat.ata pengeluaran pembantu mencatat
transfer masuk ini kedalam Buku Kas umium (Form BK-26) dan Buku
Pembantu Bank (Form BK-27) pada sisi penerimaari;

. Pencatatan SP2D untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa,
dimana SP2D dicairkan oleh rekanan/pihak tiga, bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan pencatatan
administratif pada Buku Kas Umum (Form BK-26) pada sisi penerimaan
dan sisi pengeluaran termasuk pajak dan PPh dan PPn (masuk keluar);

. Mekanisme pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa

pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeiuaran dan pengeluaran kas

berupa panjar. Hal ini dapat diuraikan ssbagai berikut:

1. Pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran
Pengeluaran kas dilakukan oleh hendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu setelah bukti pengeluaran yang sah diperoleh.
Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus
melakukan pengujian atas bukti pengeluaran yang disampaikan dan
menyiapkan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) yang ditandatangani oleh
penerima pembayaran, Pengeluaran kas ini dicatat dalam Buku Kas
Umum (Form BK-26) dan Buku Pembantu Kas {Form BK-28) pada sisi
pengeluaran serta rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek (Form
BK-31);

2. Pengeluaran kas berupa panjar
Pengeluaran kas dilakukan oleh bendzhara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu berdasarkan permintaan PPTK untuk
menunjang operasional kegiatan. Permintaan ini dilakukan dengan
menyerahkan Nota Pencairan Dana (NPD; (Form PT-01) yang telah
dibuat oleh PPTK dan disetujui Penggunea Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran;

a) Pengeluaran kas ini dicatat dalam Buku Kas Umum (Form BK-26),
Buku Pembantu Kas (Form BK-2%8) pada sist pengeluaran serta
pada Buku Pembantu Panjar (Form BK-29; sisi pengeluaran,;

b) Pertanggungjawaban panjar dilakukan oleh PPTK dengan
menyerahkan bukti pengeluaran yang sah kepada bendahara
pengeluaran/berdahara pengeluaran pembantu yang disertai
dengan Bukti Kis Pengeluaran (BKP} yang ditandatangani oleh
penerima pembayaran;,

¢) Bendahara pengeluaran/bendanara pengeluaran pembantu harus
melakukan pengujian atas bukti pengeluaran yang disampaikan;

d) Bukti pengeluaran yang telah dianggap lengkap dan sah dicatat
dalam Buku Kas Umum (Form BK-26), Buku Pembantu Panjar
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(Form BX-29) dan Buku Rekavitulasi Pengeluaran Per Rincian
Obyek (Form BK-31);

e. Apabila terkait dengan pengeluaran, baik kepada jasa pihak ketiga
(belanja langsung) terdapat kewajiban pemungutan pajak, maka
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan
pemungutan pajak serta mencatat penerimaan pungutan pajak tersebut
dalam Buku Kas Umum (Form BK-26), Buku Pembantu Kas (Form BK-
28) serta Buku Pembantu Pajak (Form BK-30) pada sisi penerimaan;

f. Bendahara pengeluaran/bendahara peng:sluaran pembantu melakukan
penyetoran pajak yang dipungutnya dengan menggunakan surat setoran
pajak. Penyetoran pajak ini dicatat dalam Buku Kas Umum (Form BK-
26), Buku Pembantu Kas (Form BK-28) serta Buku Pembantu Pajak
(Form BK-30) sisi pengeluaran,;

g. Terkait dengan pemindahan uang oleh bendahara pengeluaran/
bendahara pengeluaran pembantu dari bank ke kas, bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mencatat pemindahan
uang ini pada Buku Pembantu Bank (Form BK-27) sisi pengeluaran dan
Buku Pembantu Kas (Form BK-28) sisi penerimaan,;

h. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan
kas yang dikelola oleh bendahara pengeiuaran/bendahara pengeluaran
pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga} bulan,;

Bagian Kesepuiuh
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Pasal 160

(1) Bendahara pengeluarin/bendahara pengeluaran pembantu  secara
administratif wajib mempertanggung-jawabkan penggunaan uang
persediaan/ganti uang persediaar/tambacan uang persediaan kepada
PA/KPA dengan cara membuat dan menyampaikan  Surat
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (SPJ-
Administratif (Form BK-34).

(2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluarar pembantu pada SKPD
secara fungsional, juga wajib 1nempertanggungjawabkan atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada PPKD selaku
BUD (SPJ-Fungsional (Form BK-335).

Pasal 16!

Prosedur pertanggungjawaban uang persediaan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat diuraikan sebagai
berikut:

a. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD
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mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan /tambahan uang persediaan kepada pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melaiui PPK-SKFPD/PPK unit SKPD
dengan membuat Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran (Form BK-36);

. Pengajuan surat pertanggungjawaban pengeluaran uang
persediaan/ganti uang persediaan dilakukan pada saat akan dimintakan
dana pengganti (revolving fund) atas uang persediaan yang dikelola
bendahara pengeluaran;

. Surat pertanggungjawaban pengeluaran yang disampaikan kepada

pengguna anggaran/kuasa perngguna anggaran melalui PPK-SKPD/PPK

unit SKPD dilampiri dengan:

1. Buku kas umum (form bk-26};

2. Ringkasan pengeluaran per prograrn kegiatan rincian obyek yang
disertai dengan bukti-bukti pengeiuaran yang sah atas pengeluaran
dari setiap rincian obyek vang tercantum dalam rekapitulasi
pengeluaran per rincian obyek dimaksud (form bk-37);

3. Bukti atas penyetoran ppn/pph ke kas negara; dan

4. Register penutupan kas (Form BK-33).

. PPK-SKPD/PPK unit SKPD melakuksn pencatatan atas surat

pertanggungjawaban pengeluaran yang diajuken oleh bendahara

pengeluaran kedalam Register Penerirnaan Laporan Pertanggungjawaban

Pengeluaran (Form PK-06);

. PPK-SKPD/PPK unit SKPD elakukan verifikasi atas surat

pertanggungjawaban yang disampaikan, meliputi:

1. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan (pengujian
material);

2. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek
yang tercantum dalam rekapitiilasi pengeluaran per rincian obyek;

3. Menghitung pengenaan ppn/pph atas beban pengeluaran per rincian
obyek; dan

4. Menguji kebenaran kode rekening pengeluaran sesuai dengan spm
dan SP2D yang telah diterbitkan;

Apabila PPK-SKPD/PPK unit SKPD berdasarkan verifikasi yang dilakukan

menyatakan surat pertanggungjawaban beserta bukti dan dokumen yang

menyertainya telah lengkap dan sab, PPK-SKPD/ PPK unit SKPD
menerbitkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran/ Bendahar Pengeluaran Pemnbantu (Form BK-36) untuk

ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

. Atas Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang

diterbitkan, PPK-SKPD/ PPK unit SKPD mencatat kedalam Register

Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran (Form PK-07);

. Atau apabila PPK-SKPD/PPK unit SKPD berdasarkan verifikasi yang

dilakukan menyatakan laporan pertanggungjawaban beserta bukti dan

dokumen yang menyertainya tidak lengkap dan sah, PPK-SKPD /PPK unit

SKPD menerbitkan Surat Penolakan  Pengesahan  Laporan

Pertanggungjawaban Pengeluaran (Form PK-08) untuk ditandatangani
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oleh pengguna anggaran;

Atas Surat Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban
Pengeluaran yang diterbitkan, PPK-S¥PD/PPK unit SKPD mencatat
kedalam Register Surat Penolakan Pengesahan. Laporan
Pertanggungjawaban Pengeluaran (Forra FK-09);

Setiap bulan bendaha: a pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
menyiapkan Laporan rertanggungjawaban BEendahara Pengeluaran yang
ditandatangani bendahara pengeluaran/bendahara  pengeluaran
pembantu /SPJ Administratif (FForrn BK-34) untuk ditandatangani
pengguna anggaran setelah diverifikasi PPX-SKPD/PPK unit SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan SPJ Administratif dibuat
rangkap 2 (dua) dan disampaikan:

1. Lembar kesatu kepada PPK-SKPD/PPX unit SKPD;

2. Lembar kedua sebagai arsip di Bendahara Pengeluaran; .

. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu yang telah ditandatangeni bendahara
pengeluaran/bendahara  pengeluaran pembantu dan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/SPJ Fungsional (Form BK-35)
disampaikan kepada Kuasa BUD setiap bulan paling lambat tanggal 10
pada bulan berikutnya;

Khusus Laporan SPJ Administratif dan SPJ Fungsional akhir tahun

anggaran disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun

bersangkutan;

. Laporan SPJ Fungsional dibuat rangkap 4 (empat) dan disampaikan:

1. Lembar kesatu sebagai arsip pada Bendahara Pengeluaran;

2. Lembar kedua kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada BPKAD
Daerah Provinsi Lampung; dan

3. Lembar ketiga Inspektorat Provinsi Lampung;
Lembar keempat kepada PPK-SKPD/PPK unit SKFD.

»

Paragrat 1
Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan

Pasal 162

Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan uang
persediaan setiap akan mengajukan Ganti Uang (GU). Dalam meiakukan
pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan adalah Laporan
Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan dilampiri dengan bukti-bukti
belanja yang sah.

Pasal 1€3

Prosedur pertanggungjawaban uang persediaan adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan

uang persediaan termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh
bendahara pengeluaran peinbantu, jika ada sebagian uang persediaan
yang sebelumnya dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran



pembantu;

b. Berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara ‘pengeluaran
merekapitulasi belanja ke dalam Lapcran Pertanggungjawaban Uang
Persediaan sesuai dengan program dan kegiatannya masing-masing;

c. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan tersebut dijadikan
lampiran pengajuan SPP-GU.

Paragrat 2
Pertanggungjawaban Penggurnaan Tambahan Uang

Paszal 164

(1) Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan
Tambahan Uang (TU) apabila Tambahan Uang (TU) yang dikelolanya telah
habis/selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah
sampai pada waktu yang ditenitukan.

(2) Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang
disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan. Dokumen ini dilampirkan dengan bukti-bukti belanja yang
sah dan lengkap.

Pasal 165

Prosedur pertanggungjawaban Tambahan Uang (TU) adalah sebagai berikut:

a. Bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah
atas penggunaan Tambahan Uang Persedizan;

b. Apabila terdapat Tambahan Uang (TU) yang tidak digunakan bendahara
pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah. Surat tanda
Setoran atas penyetoran itu dilampirkan sebagai lampiran Laporan
Pertanggungjawaban Tambahan Uang (TU);

c. Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan
bukti penyetoran atas sisa Tambahan Uang Persediaan (apabila
Tambahan Uang Pesediaan melebihi belanja yang dilakukan) bendahara
pengeluaran merekapitulasi belanja kedalam Laporan
Pertanggungjawaban Tambanan Uang Persediaan sesuai cengan program
dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan Tambahan
Uang (TU);

d. Laporan Pertanggung.awaban tersebut kemudian diberikan kepada
Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;

e. PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban
yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran,

f. Pengguna Anggaran kemudian menandatangani Laporan
Pertanggungjawaban Tambahan Uang (TU) sebagai bentuk pengesahan.
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BAB VIS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 166

Kepala SKPD menyusun laporan akhir tahun yaitu :

c. Laporan akhir kegiatan disamnpaikan kepada Biro Adminstrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

Laporan Pengadaan Barang;

Laporan LKJ;

Laporan LPPD; dan

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

R T SR

Pasal 167

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD secara periodik meliputi:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Neraca;,

Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas (LAK); dan

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD dan BLUD.

©apoop

Pasal 168

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah
dengan format Laporan Rcalisasi Anggaran (form E XI), Neraca SKPD (E XII),
dan Catatan atas Laporan Keuangan (form E XI1I;.

Pasal 169

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama sebagai hasil
pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnyva disertai dengan
pragnosis untuk 6 (enam) bulan berikutniya yang disiapkan oleh PPK-SKPD
dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan
sebagai laporan realisasi semester pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 170

Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semeter
pertama kepada PPKD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester
pertama tahun berkenaan berakhir dengan (form E XX).

Pasal 171

Beberapa hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan dana APBD dan

dana non APBD:

a. Bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki
penerimaan, melakukan rekonsiliasi data penerimaan ke Bidang
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Akuntansi BPKAD Provinsi Lampung per bulan/ tiiwulan/ semester/

tahun;
b. Bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang
memperoleh dana dekonsentrasi,/Tugas Pembantuan, agar

menyampaikan laporan akuntabilitas k¢ Bidang Akuntansi BPKAD
Provinsi Lampung melalui koordinator UAPPA-W masing-masing per
triwulan/semester/tahun.

Pasal 172

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenan
dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksantan APBD. SKPD selanjutnya disampaikan
kepada PPKD bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung sebagai dasar penvusunan laporan keuangan pemerintah
daerah. Laporan keuang:n SKPD disampaikan kepada Gubernur melalui
PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 173

Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 172 terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Neraca,

Laporan Operasional; ]

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

® oo o

Pasal 174

Laporan keuangan SKPD dilampiri derigan surat pernyataan kapada SKPD
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya (form E XXII)
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian interen yang
memadai dan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 175

Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan
pemerintah daerah dengan cara menggahungkan laporan-laporan keuangan
SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelai: berakhirnya tahun anggaran
berkenaan disampaikan kepada Gubernur melalui sekretaris daerah selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran (BK.39);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);

Neraca (BK.40);

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas (BK.42);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Catatan atas Laporan Keuangan (BK.41);

Laporan Realisasi Semesteran (BK.43).

FRomoe oo o
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Pasal 175

BLUD menyelenggarakan laporan keuangan sesuai dengan standar

akuntansi yang diterbitk: n oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk

manajemen bisnis yang sehat. Laporan keuangsn BLUD terdiri dari:

a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

b. Laporan operasiona! yang berisi informasi juimnlah pendapatan dan biaya
BLUD selama satu periode;

¢. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dcngan
aktifitas operasional, investasi, dan aktifitas pendanaan dan/atau
pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran,
dan saldo akhir kas selama periode tertentii; dan

d. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 177

Laporan keuangan BLUD disertai dengan laporan kinerja yang berisikan
informasi pencapaian hasil/keluaran BLUJD dan diaudit oleh pemeriksa
eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

Setiap triwulan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan
operasional dan laporan arus kas kepada FPKD, paling lambat 15 (lima
belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 179

Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan lengkap vang terdiri dari laporan
operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam
laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah
periode pelaporan berakhir.

Pasal 130

Setiap triwulan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan
operasional dan laporan arus kas kepada PPKD inelaiui kepala SKPD, paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 181

Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan
operasional. neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui kepala SKPD untuk
dikonsolidasikan ke dalan. laporan keuangan SKPD dan pemerintah daerah,
paling lambat 2 (dua) bulun setelah periode pelaporan berakhir.
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Pasal 132

Laporan keuangan disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tige) bulan
setelah tahun anggaran berakhir selanjutnva Gubernur memberikan
tanggapan dan melakukan penyesuaian terbadap laporan keuangan
pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 183

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan

keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan SKPD meliputi:

a. Pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi , pendidikan dan
pelatihan;

b. Pemberian pedoman dimaksud mencakup: perencanaan dan
penyusunan APBD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan,
penatausahaan dan akuntasi keuangan daerah, pertanggungjawaban
keuangan daerah, penatausahaan dan evaluasi serta kelembagaan
pengelolaan keuangan daerah,;

c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi mencakup perencanaan
dan penyusunan APBD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan,
penatausahaan dan  akutansi keuangan daerah serta
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala dan sewaktu
waktu secara menyeluruh kepada seluruh SEPD maupun kepada SKPD
tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 184

Ruang lingkup pemantauan adalab peclaksanaan kegiatan SKPD di
Lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi :

a. Indikator Kinerja;

Target/Capaian Kinerja;

Satuan Harga,

Standar Analisa Biaya; dan

Standar Pelayanan Miiimal.

°opo g

Bagian Pertama
Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 185

(1) Pelaksana pemantauan pelaksanaan APBD adalah Biro Adminstrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tugas
dan fungsinya yaitu melaksanaxan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Pos Belanja Langsung APBD Provinsi Lampung.

(2) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam hal kebijakan,
pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanasn rencana pembangunan
daerah meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dar RKPD, dilaksanakan
bersamaan dengan penyusunan RKPD, penyusunan KUA dan PPAS
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tahun berjalan.

(3) BPKAD melaksanakan pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan
APBD.

(4) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan pengendalian pencapaian
target pendapatan daerah tingkat previnsi.

(5) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan
untuk mewujutkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efisien,
efektif sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemantauan

Paragraf 1
Tahap Persiapan

Pasal 186

Tahap persiapan pemantauan dilakukan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Biro Administrasi Pembangunan untuk
mengkoordinasikan penyiapan instiument-instrumen pemantauan dan
segala sesuatu yang diperlukan pelaksanaan pemantauan.

Pasal 187

Obyek pemantauan pada setiap tahun anggaran dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu :

a. Obyek pemantauan tahun anggaran yang lalu dan
b. Obyek pemantauan tahun anggaran berja.an.

Pasal 138

(1) Pemantauan tahun anggaran lalu dilaksanakan pada awal tahun
anggaran berjalan yang dilakukan dalarm 3 (tiga) periode pemantauan.
(2) Periode pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Periode Pertama dilakukan pada awal tahun angaran bersamaan
dengan pemantauan tahun anggaraa lalu;
b. Periode Kedua dilakukan pada saat kegiatan sedang berjalan (on-
going);
c. Periode Ketiga dilakukan pada tahap akhir atau pasca pelaksanaan
kegiatan.

Pasal 189

Dokumen-dokumen kegiatan yang diperlukan sebagai bahan informasi
dalam melaksanakan pemantauan meliputi:

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

Dokumen Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference (KAK/ TOR);
Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Rencana Operasional Kegiatan (ROK);

Rencana Aksi Penyampaian target kinerja sasaran Renstra SKPD;

Surat keputusan penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan,

Rencana Penyerapan Dana dan Target Fisik Kegiatan atau Rencana Arus
Kas (RAK);

oo T
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h. Laporan Bulanan (Realisasi Fisik dan Keaangan);
i. Desain Pekerjaan;

J. Proposal Kegiatan;

k. Hasil Evaluasi Kegiatan tahun sebelumnya;

I. Gambar Konstruksi;

m. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan,;

n. Pedoman/Standar Teknis untuk kegiatan vang akan dipantau; dan
o. Informasi pendukung lainnya.

Pasal 190

Materi yang perlu ditelaah pada Tahap Persiapan adalah memastikan
sebagai berikut:
a. Kesesuaian Rincian dan Target dalam Petunjuk Operasional (PO), ROK,
RAK, dan lokasi pelaksanaan kegiztan dengan rincian dan target DPA;
b. Kesesuaian antara RAB dan KAK/TOR dengan perencanaan awal
c. Informasi Keputusan Gubermur Lampung atau ketentuan lain yang
berlaku;
d. Kesesuaian antara Tarif/standar biaya untuk kegiatan dalam ROK
dengan tarif/standar biaya sesuai (engarn peraturan yang berlaku;
e. ROK telah memuat Rencana Jadwal dan tahap-tahap pelaksanaan
kegiatan;
ROK telah dituangkan dalam bentuk XKetetapan Kepala SKPD;
Indikator kinerja dan target/capaian kinerja kegiatan dimaksud,
. Pencapaian standar pelayanan minimal; dan
Kesesuaian antara dokumen Rencana Aksi Pencapaian dengan target
kinerja Renstra SKPD per Triwulan.

&I ge e

Paragraf 2
Tahap Pelaksanaan

Pasal 191

(1) Hal-hal yang harus dilakukan Tim Pemantauan pada tahap pelaksanaan
yaitu menggali informasi, mencatat koundisi lapangan, mengambil gambar
(foto) dokumentasi, melakukan konfirmasi, cross check kepada
pelaksanaan kegiatan, pengisian kuisioner dan lain-lain sesuai tujuan
pemantauan.

(2) Input pada tahap pelaksanaan adalabh hasil telaahan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Output tahap pelaksanaan adalah format-format pemantauan yang telah
diisi pada saat pelaksanaan pemantauan.

Paragraf 3
Tahap Analisis

Pasal 192

(1) Tahap analisis dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan
dengan baik atau menemui kendala-kendala di lapangan.
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(2) Apabila ditemukan kendala dilapengan Tim Pemantad dapat
berkoordinasi dengan instansi rerkait untuk mencari solusi.

Pasal 193

) (1) Hal yang dilakukan pada Tahap Analisis adalah membandingkan antara
Target/Rencana Keuangan dan Rencana Keluaran yang telah ditetapkan
didalam KAK /TOR/ ROK dengan wondisi dilokasi pemantaua.

(2) Input yang digunakan pada tahap anaiisis adalab Jokumen-dokumen
kegiaten yans dipantau serta informasi dan kondisi yang diperoleh dari
lokasi pemantauan-

Pasa! 194

Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada pasal 193 merupakan dasar
untuk melakukan evaluasi kinerja dengan melakukan perhitungan pada
target kinerja dan anggaran gerta untak menghiturg predikat kinerjanya
dengan mencari nilai rata-rata selutuh kegiatan pada masing—-masing
program dan dengan skala nilai predikat Kinega.

paragraf 4
Tahap Pengujian
pasal 199

Untuk meningkatkan validasi hasil pelaporatt draf laporan hasil
pemantauan dapat dikonﬁrmasi werlebih dahulu gengan Kepala Satuan
Kerja dan Jatau pelaksana kegiatan di masing--masing unit keria, serta
melakukan cross check dengan data-data dari sumber lainnya.

paragraf 5
Tahap Pelaporan

pasal 196

pelaporan hasil pemantauan adalal: laporan dan koordinator Japangan Tim
Pemantau kepada Kepala Bappeda raelalul Kepala Bidang Perencanaan
Makro dan Evaluasi.

paragraf ©
Tahap Tindak Lanjut

Pasal 107

Tahap tindak lanjut adalah tahap dimana rekomendasi dari hasil
pemantauan periu ditindaklanjuti untuk dﬁn’fonnasikan kepada Kepala
gatker terkait dan menjadi masukaill dalam penyusunan kebijakan atau
perencanaan tahun perikutnya.
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parapral 7
Tahap Pendokumentusiar

Pasal 198

Tahap pendukumenta,aian [ pengarsipan adalah tahap dimana staf pemantau
memberikan laporan hasil pemantauarn beserta seluruh larspirannya kepada
pengelola kegiatan pemantauan APBD Provinst Lampung di Bappeda untuk
dikompilasi dan disusun dalam wentuk Proses Hasil Pemantauan pada
setiap tahun anggaran.

pasal 199

Uraian Pedoman Pelaksanaan dan Dokumen serta Formulir Penatausahaall
Keuangan APBL, tercantum dalam Lampiran [, dan lampiran I, yang aan
merupakarn bagian yang tidalk terpisahkan dari Peraturan Guhernur ini.

BAB X
KETENTUAN PEN UTUP
Pasal 200

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tangzal diundangkan.

Agar setiap oTang mengetahuinya, memerintah:=an pengu.ndnngan Peraturan
Gubernur  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tan 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDL

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2020

1. FKHRIZAL DARMINTO, M.5:

Pembina Utami Mady®
NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TpHUN 2020 NOMOR
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